
WALIKOTA PALEMBANG 

PERA Tl/RAN DAERAB KOTA PALEMJIAN<; 

NOMOR 14 TAllUN 2011 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN TRANSPORT ASI 

DENGAN RAff.MAT TU HAN YANG !lfAHA ESA 
WALIKOTA PALEMBANG, 

Mcnimbang: a. bahwa dengan perkembangan scktor tnlllSJl()rtaSi yang semakin meningkat, dan dalam 
rangka memberikan pelayanan kcpada masyarakat, perlu diatur ketentuan mengcnai 
lalu lintas dan angkutan jalan, perkoretaapian, angkutan sungai, danau dan 
penyebetangan di Kota Palembang, gllllll disesuaikan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangao yang berlaku : 

b. bahwa sehubungan dengao huruf a, scbagai upaya pembinaan yang meliputi pcnataan. 
pel1QlUUtan, pengendalian dan pengawasan di bidang uansportasi, khususnya aspek 
keselamatan, keamanan, kt1crtiban dan kelancaran lalu lintas sorta peningkalan 
pelayanan kepada masyarakat : 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu 
membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Penyelenggarum T111DSp0rtasi. 

Mengingat: I. Undan,g-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembcntukan Dll<:nlh Tingkat II dan 
Kotaproja di Sumatera Selatan {Ltmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nnmor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acani Pidana (Lembaran 
Negara Repnblik lndo.-.:sia Tahun 1981 Nomor 76, Trunbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Unda.ug Nomor 10 Tahon 2004 tcntang Pcmbentukan Peraturan Perundang­
undangan (Lembaran NcJ!'llll Rcpublik Indonesia. Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4389): 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabuo 2004 Nomor 125, Tarubahan Lemboran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaitna.na telab diubah beberapa krui terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahuu 2008 tentang Perubahan atas Undaog­
Uodang Nomor 32 Tahun 2004 1entang Pemerintahan Daerab (Lemb\lr:m Nagara 
Republik lndooesiu Tahun 2008 Nomor 59, Trunbahan Lcmbanm Negara Republik 
lndoncsia Nomor ◄844); 

S. Uoda.ng-Undaog Nomor 33 Tahun 2004 teotang Perimbangan Keuangan antara 
Pemeriotah Pusat dan Pemerintaha.n Da.erah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahuu 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nega,u Republik Indonesia 
Nomor 4438). 

6. Un<lang-Undang Nomor 38 Tahuo 2004 tentang Jala.u (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tam.bahan Lembaran Negaro Republik Indonesia 
Nomor 4444 ); 

7. Undru,g-Undang Noroor 17 Tabun 2008 tcntang Pelayara.n (Lemboran Negara 
Republik Indonesia Tahon 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lodonesia Nomor 4849 ); 

8. Unda.ng-Un<lang Nomor 22 Ta.bun 2009 tcatru,g Lalu Liotas dan Angltuton Jillan 
(Lembaran Negara Rcpublik b1donesia Tabun 2009 Nomor 96, Ta.mboban Lombaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 502S); 

9. Undang-Undaog Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Peugclolaan 
Lingkuugan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 140, 
Tambahan Lembru-au Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 
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10. Poraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pclaksanaan 
Undang-undaJJg Nomor 8 Tabun 1981 tentang Hukwn Acara Pidana (Lombartll1 
Negara Republik Indonesia Tabun 1983 Noroor 36, Tambaban Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2010 tcnlang Pe111oohan atas Peraturan Pcmerin1'1h 
Nomor 27 Tabun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Uodang-Undang Hukum Acara 
Pidana (Lcmburan Negara Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 5145) ; 

11. Peraturan Pcmerintah Nomor 41 Tahun 1993 tcn!ang Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan L<:mbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3527); 

12. Peraturan Peme,intah Nomor 42 Tabuo 1993 teotang Pemeriksaan Kendaraan 
.BermOl()r di Jalan (l.embaran Negara Rcpublik Indonesia Tabun 1993 Nomor 60, 
Tambaban Lembaran Negara Republik lndon,-sia Noroor 3528); 

13. Peratu.ran Pcmcrintah Nomor 43 Tllhun 1993 tentang Pm.sarana dao l,.alu Linw Jalan 
(Lembanm Negara Republik Indonesia Tabuo 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 

14. Peraturan Pcmcrin1'1h Nomor 44 Tabun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi 
(Lembaran Negara Republik lodonesia Tabun 1993 Nomor 64, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Talmo 2006 tentang Jalan (Lombaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Nc)lllra Republik 
Indonesia Nomor 4655); 

16. Pcraturan Pcmcrintab No.m<>r 38 Tabon 2007 tentang Pembegian Urusan 
Pcmcriotahan Antara Pcmerintah. Pcmcrintahan Dacrah Provinsi. Pc1ncrintahan 
Dacrah Kabupatenl Kota (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahuo 2007 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahon 2009 Nomor 151 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5070 ); 

18. Peraturan Pemerintab Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembarao Negara 
Republik Indonesia Tahon 2010 Nomor 8, Tambnhan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5093); 

19. Peraturao Pcmeriatah Nomor 20 Tahwl 2010 centang Aagk.utao di Pcrairan 
(Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambohan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telab diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 Tahuo 201 I tentang Perubaban atas Pcraturan Pemerintah 
Nomor 20 Tabun 2010 tentang Aogkutan di Pcrairan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tarnbaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5208); 

20. Pcraturan Peme,inlah Nomor 32 Tabun 2011 tentang Manajcmen dan Rekayasa, 
Analisis Dampak Sena Manajemen Keburuban Lalu Lintas (Lembarao Negara 
Rcpuh1ik- ltltlnnt>Siil T8bt1n 2011 Nomo.r 61 ~ Tambah~ Lembaran Negam Republik 
Indonesia Nomor 5221 ); 

2 I. Peraturan Daerah Kota Palembang NOD)()r 6 Tabun 2008 ten tang Urusan 
Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tabun 2008 
Nomor6); 

22. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 9 Tabun 2008 tentang Pembeo1ukao.. 
Susunan Org,,nisasi dan Tata Ketja Dinas Dacrab Kota Palemboog (Lembaran 
Daerah KotaPalembang Tahun 2008 Nomor 9). 

Oeoga» Persetuju.an Bers•m_a 

DEWAN l'ERW AJaLAN RAKYAT KOTA PALEMBANG 

Dan 

WALIKOTA PALEMBANG 

MEMlJTUSKAN : 

Mcnetaplcan: PERA TURAN DAERAH TENT ANG PENYELENGOARAAN TRANSPORTASI. 
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BABJ 
KET£NTUAN UJ\IUM 

p..,,.11 

Dalam Peraturan Daerah ini )'ling dimaksud dengan : 

I. Daerah adalab Dacrah Kota Palembang. 
2. Pcmcrintah Kot.a ~dalah Pcl))e.tlJ)Ut.h Kutu Paf1:rnbar1.g. 
3. Walikota adalah Walikota Ko1a Palembang. 
4. Din,1s Pediubungan adalah Dinas Perhubungan KOia Palembang. 
S. Kepala Dinos adalah Kepala Dinas Pcrhubuugan Kola Plilernbang 
6. Badan adalah sek:umpulan orang dan/atau modal yang mcrupalcan kesatuao, baik yang 

melakukan usaha yang rneliputi perseroan terbatas, perseroan komanditcr, perseroan 
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau ba&n usaha milik dacrah (BUMD) 
dcngan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pcngsiun. perseh1ruan, 
perkum.pulan, yayasan. organisasi massa. organisasi sosial polittk atau organisasi 
Jainnya, lembaga dan benuk badan lainnyn termasuk kontrak investasi kolektif dan 
bentuk usaha tctap. 

7. Transp(lrtasi adalab proses pc:rpindahan dari suatu 1ernpa1 kc tempal lain dcogan 
menggunakan al.at pengongkutan. baik digcrakkan ,enaga manus:ia, bewail, atau m<.:sin. 

8. Jalru, adalab jalan yang diperw,tukkan bagi lalu !iotas umum Trotoar adalah t)agian dari 
jalan )'Wlll diperuntukkan bagi pcjalan kaki. 

9. Jaringai, Transportasi Kola adalah sei:aogkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang 
dihubungkan oleb ruang lalu !iotas sehiogga membcntuk saru kesatuan sistem jaringan 
transportasi kota untuk kepcrluan penyelenggaraan lalu Jintas dan nngkutan. 

1 O. Tcnninal adalab prasarana transpo1tasi Jfllan untuk kepertuan m<.-muat dan menurunkan 
orang dan/atau hanmg scrto mengatur kedatangan dan pemberongka""' kcndaraan umum, 
yang merupakan salab satu wujud simpul jaringan trnnsportasi. 

11. Tempat Pemberhentian (Halte) adalah temput pem.bcrhentian keodaraan umum W\tuk 
mcnurunkan dan/atau mcoaikkan penumpang. 

12. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat betgcrak di jalan, terdiri dari kendaraan 
bermotor atau kendaroarJ lidak bcrmotor. 

13. Kendaraan Bennotor a&lah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang 
berada pa& kendantan iru. 

14. Kendaraan Umum adalah setiap kenda,aan bermotor yang disediakan untuk 
dipergunaknn olcb umum dengan dipungut bayarnn. 

IS. Sepeda Motor adalah kcodaroan bermotor berodn dua atau tiga tanpa rurnalrrumab baik 
deng:ao atau tanpa kereta sumping. 

16. Mobil penumpang adalah setiap k"'1daraan bcrmotor yang dilengkapi sebanyak -
baoyaknya 8 (delapan) tempai duduk tidak termasuk ternpat duduk peogernudi, baik 
dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 

17. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bcnnotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) 
tempat duduk ti&k termasuk tempat duduk pengemudi, 1,aik deogan maupun tanpa 
perlengl(apan pengangkutan baga.si. 

18. MohiJ Barang adalah setiap kendaraan bcmiotor selain dari yang tcmia.~lc dalam sepOOU 
motor, mobil penumpang dan mobil bus. 

19. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi ,anda khusus 
dan dilengk,,pi dcngan argometer. 

20. Kendararu, Khusus adalah kendaraan bemtotor sclain daripada kendantan bcrmotor untuk 
penumpang dan kendaraan bcnnotor unluk barang, yang pensgummnnya ,mtuk kepcrlunn 
khusus atau mengangkut barang-barang khu;-us. 

21. Kcreta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang 
seluruh bebannya ditumpu oleb aJat iru sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh 
kcndaraan bennotor. 

22. Kcrcta Tempelan adalah suatu alat yang dipcrgunakon untuk mengangkul barang yang 
dinmcang untuk ditarik dun sebagian bebannya ditwnpu oleh ke.,daraan benmotor 
pa,ariknya. 

23. Pengujian bcrkala kendard!ID bermotor yang selanjutny,t di.sebut uji ber.kala adalah 
pengujinn kendaraan bennotor yang dilakukan secara berkala terl,adap setiap kemhuwm 
benno1or, kercta gandengan, kercta tcmpelan dru, kendaraan kbusus. 
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24. Uji Emisi JlllS buang kendanlan bermotor adalah pelaksanaan pengujian ambang batas 
tcrhadap basil pembakaran pada mesin kendaraan bcnnoror melalui sistem pembuangan, 

25. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dcngan 
mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan pcrjalanan tctap, lint>&n tetap dan jadwal 
tetap maupun tidal< berjadwal. 

26. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayok •trayck yang monjadi satu kesatuan 
jaringan pelayanan angkutan orang. 

27. Trayek Tetap dan Teratur adaloh pelayanan angkutan yang dilakukan d.llam jaringan 
trayek secara teuip ciao 1ero1ur, denga,1 jadwal 1etap maupun tidak berjadwal. 

28. Angkutan Kota adalah angkutao dari satu tempai ke rempat laio dalam saru daerall Kora 
atau wilayah ibukola Kabupatcn alllu dalam Daerah Khusus ll>ukota dengan 
mempergunakan mobil bus umum danlalllu mobil pcnumpang umum yang tcrikat dalam 
trayek. 

29. Angkutan Perbatasan adaJah angkutan kola dan/atau angJrntan perdesaan yang memai.,tki 
wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten ata11 Kota Jainnya bail< 
yang mclalui satu provinsi maupun lcbih dari satu provinsi. 

30. Angkutao J,iogkuogan lldalah angkutAn dengan meoggunakan mobil penumpang umum 
yang dioperdSikan dalam wilayah operasi tetbatas pada t:awasan terten.tu. 

3 I. Jalan Rel adalah satu kesatuan konstrllksi yang rerbuat dari baja, beton ataU konstruksi 
lain y•os terletak di permukaan, di bawah dan di aias tanah ntau be,g11Utung be,;erta 
perangk amya yang mengarahkan jalaanya kerelll api. 

32. Kereta Api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun 
dirangkaikan deogan kendaraan lainnya yang ak an atau sedang bergerak di jalan rel. 

33. Angkutan kerero api kota yang selnajutnya disebut angkutan k ereta api adalab 
pcmiodahan o~ dan/atau bara.D.R dari suatu tern.pat ke tcmpat lain dcnRan 
mcngguoakan kcrcta api yang scluruh jaringaooya tcrlctak dalarn satu wilayah kola 
dan/atau lcbib wilayah kotu dan kabuputcn yang bctdckalun dan mcrupokan sulu k..atuan 
ekonomi dan sosial. 

34. Prasarana Kereta Api adaJah jalur dan stasiun kereta ap~ termasuk fasilitas yang 
diperlukan agar sarana k crcta api dapat diopcrasikan. 

35. Sarana Kerela Api adalah S¢1ll'IU sesoatu yang dapat bergerak di aias jalan rel. 
36. L.alu li.otas kercta api adalab gerak sarans ken:ta api di jalan rel. 
37. Jalur kerelll api adalah da£rab yang mcliputi daeruh manfoat jalan kereta api, dac-rah milik 

jalan kcrcta api dan dacrah pcngawasan jalwi kcrcta api termasuk bagian bawahnya $Crt& 
ruang bcbas di atasnya. yang diperuntukkan bogi lalu lintaS ken:ta api. 

38. Jaringan Jalur kereta api adalah seluruhjalur kereta api yang terk ait saru sama lain yang 
mcng)iubungkan bctbagai tempat sehing&a merupakao saru sistem. 

39. Pelayanan angkutan kereta api adalah pelayanan josa angl< utan ken,ta api dal.nm jaringan 
jalur kcrcta api. 

4-0. Jaringao pclayanan angku'3o kereta api adalah jaringan jalur kereta api yang dilayanj 
angkutan kercta api. 

41. Pclayaran adalah scgala sesuatu yang bctkaitan dengan angkutan di perairan, pelabuhan, 
~rta keamanan dan kc:~elamatannya. 

42. Kcsdamatan Pelayaroo adalah segala sesuatu yang berkaitan dcngan berbagai upaya 
yang diwujudkan terhadap pcnyelenggurwm angkutan di pemiran u.otuk menjamin 
keselamatanjiwa otanusia, hurta beoda dan lingkungan. 

43. Kapa! adalah kendaraan air dengan benl\lk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan 
tcnaga mekanik, tenaga angin atau dirunda, termasuk kendaraan yang bcrdaya dukung 
di..namis, kendaraan dj bawah permuk aan air, scrta alat apung dan ba.ngunan terapung 
yang ddak berpindah-pindah. 

44. Pelabuhan adalah telllp8I yang tcrdiri dari daratan dan perairan di selcitamya dengnn 
~bat.as tertenlu sebagai tempat kc:giatan pcmcrintahan dan kcgiatnn ckonomi yang 
dipergunakan scbagai tcmpal kapal t,e,-sandar, berlabuh, naik turun pe,mmpang dan/atau 
bongkar muat balling yang diloogkapi dengan fusilitas keselamatan pelayaran dau 
kcgiatan penuojang pelabuhan sena sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda 
transportasi 

45. Pclabuhan Umum adalah pclabuban yang diselenggarokan untuk kepentingan pelayanan 
masyarakat umum. 

46. Angkutan di pcrairan adalah kcgiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang 
dan/alllu balling dong.,, meoggunakM kapal. 
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47, Angkuwn penyeberangiu, merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang 
mengbubungkan jaringim jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya 
penliran. untuk mengiu,glcut penumpang dan kendanlan bcscrta muatannya. 

48. Perairan Pelabuhan adalah wilayah perai.ran yang digunakan untuk kegiatan alur­
pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antadrapal, kolarn pclabuhan untuk kebutuhan 
sandar dan olah gerak kapal, kegjatan pemanduan, tempat perbaikan kapaJ, dan kegiatan 
lain sesuai dengan kebutuhan. 

49. l'elabuban Penyeberangan adalah Pelabuhan yang menurut kegiauu.u,ya mclayani 
kcgiatan Angkutan Penyebernngan. 

SO. Pelabuban Pengump8ll adalah pelabuhan yang fungsi poJcoknya melayani kegiatan 
angkutan laul dalarn ncgcri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalarn jumlah terbatas, 
merupakan pengumpan bagi pelabuhan ul8ma dan sebagai tempat asal tujuan 
penumpang danlatau barang, serta angkutan pcnycbcrangan dengan janglcauan 
pelayanan dalarn kota. 

5\. A.agkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan beTgcrak 
yang mcnghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kcreta api yang tcrpurus k.amia 
adanya p<-rairan, untuk mengangkUL penumpaag dan kendaraan beseria oouatannya 
dcngan menggunakan kapaJ type Ro - ro ( roll on - roll off). 

52. T em pat tambat/sandar dan labub kapal adalah kegiatan boog)(ar muat dan naik turun 
penurnpang yang dibangun dan dioperasian oleb Peme,intab Oaeral, don atau oleh badan 
pribadi. 

53. l3arang Khusus adalah jenis barang karena sifat dan ukurannya mcmerlukan 
penanganan khusus misalnya kayu logs, barang curah, batang rel, ,emak, ikan beku dao 
scbagainya. 

54. Baron~ berbahaya adalab icnis bar- yaDJt karena sifatnya dapat dikelompokkan 
sebagai barang berbahaya, misalnya barang yang mudah tcrbakar (BBM), bahan, kimia, 
radio aktif dan sebagllinya. 

55. Ttap penumpang yang sah dari kendaraan beonotor umum, kereu, api, pesawa1 terbang, 
perusabaan penerbangan ru,siODlll don kapaJ perusahaan perkapalan / pelayaran nasional, 
wajib membayar iuran mclalui perusahaan I pemilik yang bersangkutan untuk menutup 
akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam pcrjalanan. 

56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk. mcocari,mcngumpulkao,da.o meogcl.ola 
data atau keterangan lainnya dalam rangka pcngawasan kepotuhiul pemenuhan 
kewajiban retribusi bedasarkan pemturan perundangan-undangan retribnsi daerah. 

57. Jaringan Transportasi Sungai dan Oanau adalah serangkaian simpul dan/atau ruang 
kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas yang berwujud alur sungai dan danau 
sehingga membcntuk suatu jllringao untuk keperluan penye-lcnJlgllraan lalu linw dan 
angkutan sungai dan danau. 

58. Jaringan Transporiasi Penyebcrangan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang k egiatan 
yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas yang berwujud alur penycbcrangan sehingga 
membentuk suatu jari.ngan untuk kepc:rluan penyelenggaraan lahl linb.ts dan angkutan 
penyeberangan. 

-Ciq F1'silit11.-t aJur-pelayamn adalah sarana dan prasaraoa yaor.: dibutuhka.n untuk kelancaran 
lalu lintas kapal, antara lain S.uaoa Bantu Navigasi Pclayarnn, Vc.sel Traffic ServicC", 
dan Stasiun Radio Pantai. 

60. Kch>iklautan kapal adalah keadaan kapal yangss memenubi pcrs)'llf818n keselarnatan 
kapal, pencegahan pencentaran pcrainln dari kapal, pengawakan, pemuatan. kesehatan 
dan kesejahteraan awak kopal sorta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar 
diperairkan tertcotU-

BAB ll 
PF.MBINAAN 

P•sal 2 

( I) Lalu linw dan angkutun jalan, perkeretaapian, SUDglli, danau dan pe,,yeberangan 
merupakan bagian perhubungan nasional yang dil,.'\l8Sru oleh negara dan dibina oleh 
pemerintah. 

(2) Pembinaan sebogairoana dimaksud pada aya1 (I}, meliputi : 

a. Pembina.an prasarana dan aULu mang: lalu lintas. 
b. Pembinaan sarana angkutan. 
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c. Pcmbinaan cerhadap penyedia dan pengguna jasa transporu,si. 
d. Pernbi.oaan teknis peogaturan dan pengcodaJian lalu lin1as angkutan jalan dan 

angk11tan sungai. 
e. Pembinaan kepelabuhanan. 
f. Pembinaan tel(nis dan opera.sional. 
g. Pembinaan keterpaduan antnr moda. 
h. Pelaksanaan manajemen dan rckayasa lalu lintas. 

Pasal3 

Pembinaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan kewenangan Daerah secara 
substansional kegiatannya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerahini. 

BABU I 
KETERPADUAN ANT AR MODA TRANSPORTAST 

Pasal4 

(1) Rencana Umum Jaringan Traru.l)Ortasi Kota ditetapkan berdasarkan kebutuhan 
tramportasi meng,icu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang. 

(2) Rencana Umum Jaringan Tran,portasi Kota diwujudkan dalam Pola Transportasi M..kro. 

(3) Pola Transportasi Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan 
Kcputusan Walikota 

BABIV 
PRASARANA 

BagiJUI Ptrtama 
Anglrutan Jala.o 

ParagOlf I 
Kelas Jalan 

Pasa15 

(l)Untuk kepcrluan pengaturan penggunaao dan pemcnuhan kebutuhan angkuiao jalan 
dibagi dalam bebcrapa kelas. 

(2)Kclasjalan pada ruasjalan diC<:tapkandengan Keputusan Waliicoca. 

(3) Kelas jalan scb<®umana dimaksud pada ayat (2), wajib dibukukan pada bukujalan. 

Pa,.gn,f2 
Ttrmioal 

Pasal6 

(!)Terminal Transportasi Jalan terdiri dari: 

a Terminal penumpang; dan 
b. Terminal barang. 

(2) Lokasi terminal pcnumpang dan terminal barang sebagauYUlllll dimaksud pa<la ayal (I) 
ditewpkan dcngan Pcraturan Walikota. 

Pasal7 

(I )Setiap aoi;kullln urn um dalam trayek wajib memasuki terminal scbagaimana ya,1g 
tercaotum dalam kartu pengav.-asannya. 

(2)Scriap mobil barang wajib mengikuti jaringan lintas dan mcmasuki temunal yang telah 
ditenlUkan. 
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(J)S<:tiap mobil barang wajib bongkar muat barong di tcaninal barang atau di temp,u­

tcmpat yang telal, ditcntukan oleh Pemerintah Kota. 

(4)Pembnngunan. pengelolaan. pcmeliharaan, pcngawasan dan penertibao terminal 
penumpang dan ba,aug dilakukan oleb Walikota melalui Dinas Perhubungan. 

(S)Untuk pelakSlln..,, pcmbangunan, pcngelolaar, dao pcmcliharaan terminal sebagaimana 
dimaksud pada avat (4), dapai. dik.crjakan dengan sisJr.m swake-lola danlatsu bekerjaS8m3 
dengan pibak ketiga. 

Pua18 

(l)Setiap orang atau badao usaha yang rnclakukan kegiatan usaha di dalam terminal 
penumpang dan/atau terminal barang wajib mendapat izin dari Walil<.ota. 

(2)Setinp orang dilarang : 

• · menjajakan barang dagangan dcngan earn mengasong atau melakukan usaha tcrtentu 
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (I). 

b. melakukan pekcrjaan arau bertindak sebagai perantara kareis angkutan umum. 

Pangraf3 
Fa.,m~ Pemberbenfuut 

Pasal9 

(J)Di tempat-te,npat tcrtcntu pada jalur angkulan wnwn dalarn trayck, dilangkapi dengan 
fasilitas pemberbentian berupa bangunan halte dan/atau rambu yang menyatakan t<,-mpat 
pemberhentian anglcutan umum. 

(2)Penempatan fasilitas pemberhentian scbagaimana dimak•ud pada ayat (I), berada di 
sebelah kirijalan keeuali d.itentukan lain olcb Walikota. 

(3)Setiup WJllkutan umum dalam trayek wajib menaikkan dan/atau menurunkan pcoumpang 
di tempat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (I). 

(4)Dilarang memanfaatkan alalJ menggunakan tempat pemberheotian berupa bangunan 
halte untuk kegiatan selain keglau,n mc:naikkan dan menurunkan penumpang. 

Pan graf 4 
Parkir 

Pasal 10 

(I) Fasilitas parl<ir dapat diselenggarakan poda bodan jalan dan di luar badan jalan. 

(2)Peuggunaan badan jalan untuk fusilitaS pru-kir dongan memperbatikao kondisi jalan clan 
lingkuogannya. kondisi lalu lintas clan aspek keselarnatao, ketertiban dan kelancaran 
\alu lintas. 

(3)Penyclenggaraan fasilitas parki.r pada badan jalan scbagaimana dimaksud pada ayat (2), 
hanya dapat diselenggurakuo pada tempat-tompal yang ditempkan olch Walikota. 

(4)Pcnyelcnggaraan fasilitas parlor umum di Juar badao jalan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dapat diselenggarakan oleh perorangan atau 13adan. 

(5)Sctiap kendaraan bennotor yang ak.an memanfaatkan fasilitns parki.r wajib memarkirkan 
kendaraan ditempat yang telab ditentukan_ 

(6)Penyelenggaiaan manajemen parki.r dapat juga dilakukan secara progresif (berdasarkan 
lamanya waktu parkir). 
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(7)Pembinaan dan pengawasan perparkiran dilal<sanakan oleh Walikota melaJui Dinas 

Perhubwigan. 

(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata eara pengaturan penyelcnggaraan perparkiran 
ditetapkan dengan Peraturnn \Valikota. 

Bagian Kedua 
Angl<utan Kereta Api 

Parag,..r l 
Lingkup Pra.,arana 

Paso! 11 

Prasarana kereta api mcliputi: 
a. Jalu:r kereta api; 
b. Sta')htn kereta api~ dao 
c. Fasilitas operasionaJ saraoa kereta api. 

Paragraf2 
Jalur Kereta Api 

Pasal 12 

( I )Pereneanaan dan pcmbangunar, joringan jalur kereta api diteiapkan dcngan Xeputusan 
Walikota dengan mcmpertimbongkan aspek-aspek sobagai beri.kut : 

a. kebutuban transponasi kota; 
b. reocao.a la.ta ruang wilayaht 
c. ketorpaduan dengan jaringan jalur kereta api nasional; 
d. ketcrpaduan intra dan antar moda lr1UlSpOrtasi; 
e. ketcrpaduan dengan sektor pembangunan laionya; dan 
f. keselamatan dan kelancaran opernsi kereta api. 

(2)Penyusunan, peugembangan, penirtjauan dan/atau penyempumaan terhadap rencaoa 
umum jaringan jalur kereta api oasiooal di Daerah hams mendapat rekomenda.si dari 
\Valikota. 

Pasal 13 

(I) Pembangunan jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air dan atau prnsarana lain 
yang menimbulkan atau memerlukan pc,sambungan, pemolongan atau p<nyinggungan 
dengim jalur kercta api, dilal.-ukan setelah mcndapat izin dari Waliko111 atau pejabat 
yang ditunjuk. 

(2) Pemberian i,.in sebaaaimana dimaksud pada ayal (1). dilak.sanakan dengan 
memperhatikan: 

a. rencana um um jari.ngan jalur kereta api; 
b. keamanan konstruksi jalan rel; 
c. kcselamatan dan kelanc aran opera.si kerero ap;; dan 
d. persyaraum teknis banguoan dan keselamatan serta kearnanan di perlintasa.n. 

Pasal 14 

(I) Untuk kelanearan dan keselamatan pengopernsian kereta api, Pemerintah Kota 
mc11<.1apkan pe,,gaturan mengeoai jalur kcn:ta api yang meliputi daerah manfant jalan 
kereUt •P~ dacrah rnilik jalan k..-ero api dan dacroh pengawasan jalan kereta api 
termasuk bagian bawahnya sorta roang helms diatasnya. 

(2) Jalan rel dapat beroda di: 

a. permukMO ta.Dab; 
b. bawah pennukaan tanah; dan 
c. alas pennukaan taoah. 
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(3) Konsll\lksi jalan rel sebagaimana dimak.sud pada ayat (2), dapat beropa rel tunggal 

maupun rel ganda. 

Paragn1f3 
Staslu1> Kerelll Api 

Pasal IS 

(I) Slasiun kcreta api sebagaimana dimaksud dulom Pasal 11 hurufb, berfungsi untuk : 

a. keperluan naik hmm pcnumpang dan/aiau bongj<ar muat baning; 
b. keperluan operasi kercta api; 
c. keperlwm pcrgantian antar moda. 

(2) Siasiun kerela api wajib dilengj(api dengw, fasilitos untuk : 

a. nruk wrun penumpang; 
b. bongkar muat barang; 
c. operasi kereta api; 
cl. fasiliias umum lainnya. 

(3) Fasiliias scbagaimana dimaksud pada ayat (2), h•n •s memenuhi persyaroton: 

a. kosclarnaian, kenyamanan dan kernudahan untuk penumpang; 
b. keselamatan dan kemudahan untuk bongkar mu,it baning; 
c. k~:-;dwnaum dan keamanan operasi kcreta api. 

Pasal 16 

Peoetapan lokasi dan pcmbangunan siasiun kereia api horus memperhatikan ; 

;i., rencana tata ruang '"ilayah.; 
b. rencana umum jaringan jaJur kc:rcta api nasiol)a) dao provinsi; 
c. kepenting11n opcrasi kereta api; dan 
d. memperhatikun kcterpaduan antar dan inter moda transportasi. 

Pasal 17 

(I) Pada seriap SUISiw, kcreta api ditelJ!pkan daerah lingkungan kerja dengan batos-baro., 
lertcntu yangjelas. 

(2) Bat,,s.bata, daerah lingkungan kerja stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada 
uyat (I), llruus mcndapat pertimbangit11 dari pejabat yang herwenang di bi dang 
pe~. 

Pasal 18 

Di siasiun kcreia api dapat diselenggarakan kegiatan usalm penunjang, scsuai dengan 
peraturon pcrondang-undangan yang herlaku. 

Pa-ragraf 4 
Fasilitas Operasiooal 

l'asal 19 

fasilitas opera.siooal kcrcta api terdlri dari : 

a. peralatan persinyalan; 
b. instalasi listrlk; dan 
c. peralatan telekomunikosi. 



Pasal20 

(I) Peral a tan pe.rsinyalan sebagailll"'1a dimak.sud dalam Po.sal 19 huruf a, berfungsi 
scbagai: 

a. petunjuk ; dan 
b. pengontrol. 

(2) Peralatan persinyalan yang berfungsi sebagai petuojuk sebaw,unana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a, tcrdiri dari: 

a. sinyal, yang berfungsl untuk mcnwtjukkan koa~ opcrasi kereta api; 
b. ta,>da, yang berfungsi untuk menw1jukkan isyarat yang akan dilaksanak ao oleb 

pet\lgas yang mengendalikan pergerakan saraoa kerera api; dan 
c. marka, yang beTfhngsi untuk menunjuk.kan kondisi te.rtentu ~,iatu tempat. 

(3) Peralatan persinyalan sebagai pengontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hurufb, 
berfungsl unt1.1k mengontrol p:rsinyalan. 

Pasal 2 1 

(1) lnstalasi listrik sebagaimana dimaksU(I dalam Pasal 19 huruf b, diperguoakan untuk 
meoggerakkao kereta api bertenaga lis1tik, berfungsinya pe.rsinyalan lislrik dan 
peralatan tckkomunilcasi. 

(2) lnstalasi listrik sebagalmana dimaksud p,,da ayat {I), l<rdiri dari: 

a pencatu daya Hstrik; dao 
b. peralatan tronsmisi. 

Pasal 22 

(1) Peralaran telekomunikasi ,;cbagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, berfungsi 
uotuk ruenunjaog kegiatan penyampaian intormasi dao/atau komunikasi bagi 
kepentingan operasi kereta api, 

(2) lnformasi dan/atau kegiatan komunikasi sebagaimana dimaksod pada ayat (l }, harus 
direkam pada alat perckam. 

Bagian Ketiga 

A.nglwtan Sungaj, Dan.au da.n Peuydn::ningan 

Bag,ian Pertfll.llla 

Prasarana 

Paragraf I 

Pelllbuhan 

Pasal 23 

Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraai, pclayaran merupakru, tempat 
unruk meoyeknggarakan jasa kepelabuhanan. pelaksaoaan kegiatan pemcrinta!ian dan 
ke&iatan ekonomi lainoya ditata secara tecpodu guna meW1Jjudkan pcnyediaan jasa 
kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan. 
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Pasal 24 

(I) Jcnis pelabuhan terdiri otas pelabuh"'1 laut dan pelabuhai, •ungai dan danau. 

(2) Pelahuhan sebogaimana <limaksud poda ayat (I), diguoakan untulc meJayoni; 
a. Angkutan laut ; danlatau 
b. Ang)cutan penyeberangan. 

Paragrafl 
Pela.buban Umum 

Pasal 25 

( I) Lokusi pelabuhan SU!lglli, danou, penyeberangan dan pelabuhan pcngumpan lokal 
di1e1apkan oleh Walikota dcngan mempe,batillan kcbutuban transportasi yang ada. 

(2) Pclabuhan yang digunakan untuk angkutan suogai, danau, penyebcrangan dan pelabuban 
pengumpan lokal hocus mcmcnuhi pe,syaratao tekois operasional sesuai dengan peraturan 
perundang-undan!,U) yang berlaku. 

(3) Pcnyelenggaraun pelobuhan sung;u, danau, penyeberangan dan pelabuhan pcngumpan 
lokal dilalrukan oleb Pemerintah Kota sesuai dengan keieotuan peratumn peruodaog• 
undangan yang bedaku. 

(4) Penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan dan pelal>uhan pcngumpan 
lokal sebagaimana dimak.sud pada ayat (3), melipuli kegiatan: 
a pcrcncanaan; 
b. !JCUga<laan; 
c. pengopera~iao; 
d. pemeliharoan; 
e. pcngawasan; dan 
f. peogendalian. 

(5) Perencanaan, pengadaan, pengopemsian, pemeliharaan, pengawasan dan pengendaliao 
pelabuban sungai, dano,~ penyebcmQgan dan pelabuban pengumpao lokal dapat dilakukan 
oleh pihak ketiga ata:; persetujuan Walikota. 

l'aragraf3 
Pelabuhan Pengumpan Lobl serta Songai d:tll Danau 

Pasal 26 

(I) Pembangunan pelabobao laut peogumpan lokal, serta sungai dan daoau oleh 
J)<llyelenggara pelabuban dilakukan setelab mendapat izin Walikota. 

(2) Pcne;i:jnfln i:dn scbag.aimana dim.o.ktud pad.a .aynt ( 1 ), hat~ m~mt:nub.i persyaratan tekru.s 
kepelabullaJlan dao kelestarian lingkungan. 

Pasal 27 

(I) Pembaogunan pelabuhan lau~ pelabuhan sungai dan danau oleh penyclenggara pelabuhan 
dilakukan setelab meodapat izin Walikota. 

(2) Pengajuan izin s.:oogaimana dimak.sud p,,da ayat (I}, barus memenubi persyarntan teknis 
k,:pelabubuoan dan kelestatian lingkuogao. 

Pua.128 

(I) Persyarntan teknis kepelabuhaoan sebag;iimaoa dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), 
me.Jiputi : 
a. studi kelayakan; doo 
b. desain rekius. 
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(2) Studi kelayllkun sebagaimana diruaksud pada aya, (I) huruf a, paling sedikit memual : 
a. kelayakan leknis; dao 
b. kelayakan ckonomis dao 6.oansial. 

(3) Dcsain leknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) huruf b, paling sedikit memuat 
mcngenai: 
a. kondisi tan.ab; 
b. k0tl3t.ruksi; 
c. kondisi h.idrooccanografi; 
d. ,opografi; dan 
e. penempatan dan konstruksi saran.a bai1ru navigusi - pelayaran, alur-pelayaran, dan 

kolam pelabuhan serta iatu lotak dao kapasiias peralatan di pelabuban. 

Pasal29 

Pcrsyaratan kelesuuian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), berupa 
studi lingkungan yang dilakukan ses,,ai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang lingkungan hidup. 

p_.,,.130 

Dalam mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayal (2), harus 
disertai dokumen yang tcrdiri atas: 

a. Rencana lnduk Pelabuhan; 
b. Dokumen Kelayakw,; 
1,;. Dok.umen DesaJn Teknis; dan 
d. Dokwuen Lingkungan. 

Pasal31 

(I) Berda.sarkan pennohonan sebagaimana dimaksud dalam l'asal 27 ayat (1), Walikota 
melakukan peneliiian atas pe,syaratan permohonan pembaagunan pelahuban dalam 
jangka woktu peling lama 30 (tign puluh) bari ketju sejak diterima petmobonan sccara 
lengkap. 

(2) Apabila berdasarlcan hasil penelitian pcrsyaratan sobagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
dan Pasal 29 belum terpenuhi, \Valikota mcngemballkan pennohonan kepada 
penyelenggilnl pelabuhan untuk melengkapi persyamtan. 

(3) Apabila basil pe,ielitian persyruutan scbagai.mana dimaksud pada ayat (I) dao ayat (2) 
telab terpcnuhi, Walikota menetapklln izin pembangunan pelabuhan. 

Pa.nigraf 4 
Pelaksanaan Pembauganaa l'elabuhaa 

P•s11 32 
(I) Pembangwian pelaburuin dilakukan oleh : 

a. Otoritas Pelabuhan untuk pelabuhan yang diusahalcan secara komersial; d.m 
b. Unit Penyeleoggara Pelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakao secam 

komersiaL 

(2) Pembangunan pelabuban sebagaimana dimak.sud pada ayat (I) hun1f a, dapat dilakukan 
oleb Badao Usaha Pelabuhan berdasarican konscsi atau bentuk lainnya dari Otoritas 
Pelabuhan. 

(3) Otoriias Pelabuhan dao Unit Penyelenggom Pelabuhao sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) serta Sadan Usal.ta Pclabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam 
membangun pelabuban wajib : 

a. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan paling lama 2 (dua) tahun sejak 
tanggal berlakuoya izin p<:111bangunan ; 
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b. melaksanaklUl pckcrjaan pembangunan pelabuban Se&Uri dengon Rencana lndulc 
Pelabuhan yang telah ditetapkan ; 

c. melaporkan pclaksanaan kegiaum pcmbangunan pelabohan secara berkala kepada 
Walikota scs-uai dengan kewenangannya; dan 

cl. bertanggung jawab terbadap dampak yang timbul sclama pelaksanaan pembangunan 
pelabuhan yang bernangkutao. 

Pa.ragriaf S 
Peogembanpn Pelabub.an 

PllSJll33 

Pengembangan pelabuban banya dapat dilakukan bcrdasarkan Rencana lndulc Pelahuhan 
Nasional dan Ren= lnduk Pelabuban. 

Pas.I 34 

(1) Pengcmbangan pelahuhan olch penyelenggara pelabuhan Wllulc pelab<.lhan pengumpan 
lokal serta pelabuhan sw,gai dan danau dilakukun setelab mendapat izi.o. 

(2) lzin sebagaimanadim.iksud pada ayai (I). diajukan olch penyelenggara pclabuhan kepada 
Walikota. 

Pual3S 

(I) lzin sebagaim.ina dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) diberikan berdu.,nrkon p,,n»ohoMo 
dari penyelenggaru pelabuhan. 

(2) Permohonan sehagaimana dimaksud pada ayat (I) disertai dcngan kele,Jgkapan dokumen 
seliagaimana dimaksud dalam Pa.sal 30. 

Pasal 36 

(I) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Walikota melakukan 
pcnelitian alas persyaratan pennohonan pengembangao pelal><Jhan dalam waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) hari kcrja sejak diterima permolM.>nan secara lengkap. 

(2) Apabila basil penclitian persyaratan sebagaimana dimaksud da!am Pasal 28 dan Pasal 29 
belum terpenuhi, Walikota mengembalikan pcnnohonan kepada penyelenggara 
pelabuhan unruk melengkapi pcrsyaratan. 

(3) Permobonan yang dikcmbalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan 
kembali kepada \Valikota. 

(4) Ji~• """ii penelfdan persyarataa s,:bagaimana climaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah 
ter:penuhi, Wa.likoca mcnetapkan izin pengembaogan pclabuhan. 

Paragraf6 
Pengoperas.i1ta Pelabuh.an 

Pasal 37 

( I) Pengopcrasian pclabuban oleb penyelenggara pelabuhan dilakukan ""Wlah meodapat izin. 

(2) lzin sebagaimana dimaksud pada nyat (1). untu.k pclobuhan pcngumpan Jokal dan 
pclabuhan sungai dan danau diajukan oleh penyolenggora pelabuban kepada Walikota 

(3) Permohonan izin scoogaimana climaksud pada aya1 (2) harus memeauhi pers)•arataa 
sebagai berikut : 

a. pembangunao pelahuhan atau tenninal tclab selesai dilaks!Ulakan ses,iai dengan izin 
pembangunan pelat,uhan ; 
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b. keselamatan dan keamanan pelayaran; 
c. 1ersediunya fasilitas unnik menjamin kelancaran arus penumpang dan barang ; 
d. memiliki sistem pengelolaan lingkungan ; 
c. tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan ; 
f. memiliki sistem clan proscdur pelayanan ; dan 
g. tersedianya sumbe,- daya manu.sia di bidaag tcknis pengopera,,ian pelabuhan yang 

mcmiliki kuali fikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifi.kat. 

Pasal 38 

(I) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberikan berdasadcan permobonan yang 
diajukan oleh penyelenggara pelabuhan. 

(2) Peonobonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disertai dengan kelenghpan dokwnen 
pemenuhan persyaratan sebagaimaoa dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3). 

Pasal 39 

(I) Bc:rdasarkan pe,,:nohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3). Walikota 
scsuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratao permohon 
pengopcrasian pelabuban dalam waktu paling Jama 30 (tiga puluh) hari ke,ja scjak 
diterima pem10honao secara lengkap. 

(2) Apabila basil penelitian pcrsyaratan sebagaimaoa dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) 
belum tcrpenuhi, Walikota mengen,balikan permob<>oan kepada pcny,teoegaru 
pelabuhun unruk mele,igkapi persyaratan. 

(3) Jika basil penelitian persyaratan scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (3) telah 
terpcnuhi, WaJiiota menetapkan iz:in pengopetasian pelabuhan. 

Pasal40 

(I) Pengoperasian pelabuhan dilakukao sesuru dcngan frekuensi kunjungan kapal, bongkar 
muat bantng dan naik turun penumpang 

(2) Pengope,asian pelabuhau seoogw.mana dimaksud pada ayat (I), dapat ditingkatkan secara 
terus mencrus sclruna 24 (dua puluh empat) jam dalarn I (saru) hari atau selama waktu 
rertcutu sesuai kebutubao, 

(3) Pongoperasian pelabuhan seoogaimana dimakslld pada ayot (2). dilakukan dcngan 
kctcntuan: 

a. adaaya peningkatan frekucosi 1.-i,ajungan kapal, bongkar muat barang dan naik rurun 
penumpang; daa 

b. tersedianya !asilitas kcsclrunatan pclayaran, kepelabuhanan dan Jalu liotas angkutao 
laut. 

Pasal 4 1 

(I) Pengoperasian pelabuhan .scbagaimaoa dimaksud dalarn .Pasal 40 ayat (2), untuk 
!"'.labuban pengurnpao lokal dan pelabuhan sungai dan danau dilnkukan sctclah mc:ooapat 
!Zlll. 

(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (I), diajukan oleh penyclenggara pelabuhan kepada 
Walikota. 

(3) Permohonan izin seoogaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenubi persyaratao : 
a. kesiapao kondisi alur, 
h. kcsiapan pelayanan pemanduan bagi perairan pelabuhan yang sudah ditetap.kan 

scbag_ai pcrairan wajib pandu; 
e, kesiapan fasilitas peJabuhan; 
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d. kesiapan gudang danlutau fasilitas lain di luar pelabuhan; 
e. kesiapan keamanan dan ketertiban; 
f. kesiapan sumber daya manusia operasiooal sesuai kebutullan; 
g. kcsiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun penumpaJJg atau kendaraan; 
h. kesiapan sarana tranSportasi darat; dan 
i. rekomendasi dari Syabbandar pada pelobuhan setempat. 

Pasal 42 

Penyelengg,,ra pelabuhan yang tclab mendapatlcan izio pengoperasian pelabuhan wajib : 
a. bertaoggung jawab sepcnubnya atas pc:ogopc:rasian pelabuhan atau temiinal yang 

t,e...,ngkutan; 
b. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Walikota; 
c. menaati ketentuan peraturan perunclang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian 

lingkungan; dan 
d. mentaati ketenn.um pemturan perundw,g-undangan dari Jnstans'l Pemerintah lainnya yao.g 

berkaitan dengan usaha pokoknya. 

Paragraf7 
Terminal Untw< Kepentingao Sendiri 

Pasal 43 

(I) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalarn Dacrab Lingkuogan Kerja dan Daerah 
Lingkungan Kepentingan pelabuhan dapat dibangun terminal untuk kepeotingan sendiri. 

(2) rcngelolaao terminal witu.k kepenting.an sendiri dllakuka" sebagai satu kesatuan dalam 
peayeleoggaraan peJabuban. 

p..,.144 

( I) Pcogelolaan terminal w>tuk kepentingao sendiri hanya dapat dilakukan setelah 
meruperoleh perserujuao pengelolaan dari Walikota bagi terminal uotuk kepentingan 
sendiri yang berlokasi di dala.m Daerab Linglrungan Kerja dan Dacrab Linglrungan 
Kepentingan pclabuban pengumpan lokal. 

(2) Persetujuao pengelolaan terminal untuk kepemingan sendiri sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I), ditctapkan sctelal, mcmenubi persyaratan : 

a. data perusahaar, yang melipuri aktc perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan izin 
usaha pokok; 

b. bukti kerjasama dcngan penyclenggara pelabuban; 
c. gambar Ulla letak lokasi terminal untuk kepentingan sendiri dengan skala yang 

memadai, gambar konstruksi deanaga dan knordinat gc:ografis letak dennaga untuk 
kepcntingan sendiri; 

d. bi.lkcj ~guasaan tanah; 
e. proposal ten:uinal uotuk kepco.tingan sendiri; 
f. rekomendasi dari Syabbar,dar pada pelabuhan setcmpat; 
g. berila acara hasil pcninjau.m lok:asi oleh tim telwis rerpadu; dan 
h. studi lingkungan yang tclah di.salllam oleh pejabat yang berwenaog sesuai dengan 

ketentuan peraturan pcrw1daog-undangan. 

Pa.ul4S 

(I) Unruk mendupatkan persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan seodiri, 
Pcruobon mengajukan permohonan kcpada Walikota 

(2) Persetujuaa atau pcnolakan permohonan peogclolaan terminal untuk kepcntingan sendiri 
seba(lllimana dimaksud pada ayat (1 ), diberikan okh Walikota paling lama 30 (tiga pulub) 
bari kerja sejak diterima permooonan secara leogkap. 

(3) Penolakan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), barus disertai ala<;an 
penolakan. 
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Pa.,al 46 

Pengclola tenninal untuk kepentingan sen<liri wajib menyediakan ruangan clan Sllrana kerja 
yang memadai unluk kelancaran kegiatan pcmerintahan. 

Pasal 47 

\ 1 J Terminal uoluk kepentingan seodiri hanya dapat dioperasikan untuk kegiaw, ; 
a. lalu lintas kapal atau naik turun penumpang atau bongkar muat barang bcrupa bahan 

bal<U, basil produks~ dan peralatan penunjang produk.si unruk kepcntingan sendiri; 
dan 

b. pemerintahao, pcnclitian, pendidikan dan pelatihan, dan sosial. 

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksod pada ayat (I) huruf a, harus dibuktikan dengan dokumen 
penumpang dan/atau dokumen muatan harang. 

l'a.18148 

(I) Peogg.unaan termina_l untuk kepent.i.ngao sendlri sclain untuk: rnelayani kcgiattul 
sebagaimana dimaksud dalam 1>asa1 47 ayat (1), dapat dilakukan kegjatan untuk 
kepentingan wnun, setelITTI mend3Jl'l1 konsesi dari penyelenggara pelabuhan. 

(2) Konscsi sebagaimana dimaksud padaayul (I), diberikan setelab memeouhi persyaratan; 

a. kernampurul dennaga dan fasilims lainnya yang ada untuk memenuhi permintaan jasa 
k-epdttbuh:man; 

b. reneana kegiatan yang di.nilai dari segi keamanan. ketertiban dan keselamatan 
pelayaran dengao rekomendasi dari Syabbaodar pada pelabuhan setempot; 

c. upaya peo.ingkatan pelayanan kepada pengguna jasa kepelabuhanan; 
d. pungutan tarif jasa kcpelabuhan dilakukru, oleh penyclenggara pclabu'1a,i yang 

bersangkutan; dan 
•· membeTlakukan keteotuan sistcm dan prosedur pelayanan jasa kcpelabullanan pada 

pclabuhan yang bersangkutan. 

Pa.<1149 

Dalarn ha! terjadi bencana alam atau pensowa lainnya yang rnengakibalkan tidak 
bcrfungsinya terminal, Peng,elota tenninat untuk kepentingan scndiri \\'8jib memberikan 
pelayanan ja.,a kepeJabuhanan untuk k.ep<:ntingan unmm <lcngan kctcntuao ; 

a. pengoperasian dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan; 
b. bilk clan kewajiban pengclola terminal uotuk kepentingan sendiri hams tei-lindungi; 
c. pelayanan Jasa kcpelabuhanan dibcrlakukan ketcn!Uan pelayanan jasa kcpelabuhaiiao 

untuk pelabuhan; dan 
d. puo~utan tadf.lasa kepelabubanan diberlakukan oleh penyclenggura pelabuban. 

Panl50 

Pengelola tenninaJ untuk kepentingan seadiri dalarn rnclaksanakan pengelolaan dermaga 
wajib : 

8. bertanggung jalY>b sepenubnyo atas dampak yang ditimbulkan seluma pembangunan dan 
pengoperasian tenninaJ untuk kepentingao sendiri yang bersw1gkutan; 

b. melapodcan kegialan operasiorud terminal untuk kepentingan sendiri kepada 
pcnyelenggara pelabubau laut secara berl<ala; 

e. men1aati kclennum peraturan pcrundru,g-undangan di bidang kepelabuhonan, lalu lintas 
angkutan di perairan, keselamatan pelayaran, pengerukan dan reklrunasi, serta 
pengclolaan lingkungan; dan 

d. mentaati ketentuan peraturan pcrunda,ng .. undangan dari instansi pemc.rinlah lainnya yang 
berkrutan dengan usaba pokoknya. 
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Pasal 51 

(I) Perscnijuan pengelolaan terminal untuk kepentiogao sendiri. dapat dicabut apabila 
Pengelola: 

a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50. 
b. men_ggunakan tc'111linal untuk kepentingan sendiri untuk melayani kcpentingan nmum 

tm:i.pa IGonsC$i sebagaimana di.m.aksud dalam Pasal 49. 

(2) Peocabutan persetujuan pengclolaan tenninal sebagairoana dimaksud pada ayat (l), 
diberikan teguran tertulis dari Dinas Perhubungan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut 
melalui suraL pcringatan pertama. kedua dan ketiga masi.og-masiog diterbitkan dalam 
tenggang waktu 3 x 24 jam. 

(3) Apabila peringatan sebagairoana dimaksud pada ayat (2), tidak diindahkan oleh pcogclola 
terminal, maka Walikota mengeluarkan surat pcringatan terakhir dalam tenggang waktu 
7 X 24jam. 

(4) Peringatan scbagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dipatuhi dan/atau tidak 
diindahkan, Walikota berwenang mencabut ijin pengelolaan terminal untuk kepentingan 
sendiri. 

Paragraf8 
Pemaofutan Garis Pantai 

P""a!S2 

(I) Sctiap orang yang memanfaatkan garls pantai untuk membangun fasi litas dan/atau 
melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikkru, dan 
menurukan penumpang untuk kepentingan sendiri diluar kegiatan di pelabuban, terminal 
khu.sus dan tennjnaf uotuk kepentingan sendiri \Vajib memlliki izin. 

(2) Ketentuan lebih Ianjut mengenai tata earn dan prosedur pemherian ijin seoogaimana 
dimaksud pada ayaL (l) diatur dengan Peraturan Walikota. 

Paragrar9 
Reklamasi 

Pasal 53 

( I) Untuk mcmoongun pclabuhan dan terminal untuk kepentingan sendiri yang berada di 
pcrairan dapat dilaksru,akan pekerjaan reklarnasi. 

(2) Pckerjaan roklama.si scbagaimanu dimaksod pada ayat (1 ), dilakukan oleh pcrusahaan 
yang mempunyai kcmampn:-ln dan lc:om_pe-tensj oort.3 dibuktikan dcngM :sctlUi.k.at yang 
diterbitkan oleh lllstansi yang berwerumg. 

(3) Pelaksanaan pckerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), harus memenuhi 
persyoratan teloris. 

(4) Per<yaratan teknis sebagairoana din,aksud pada ayat (3), meliputi : 

•· kesesuaian denga,, Rencana lnduk Pelabuhru, bagi kegiatan reklamasi yang Iokasinya 
berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan D~rah Liogkungan Kepcntingan 
pelabuhan o.tau rcncana uruum tat.a ruang wilayah kota; 

b. keselamatan dan kcamanau bcrlayar; 
c. kclestarian lingk'uogan~ dan 
d. desain tdmis, 

(5) Pekerjaan ttklarnasi scbagaimana dimaksud pada ayat (l) hams mendapat ijin dari 
Walikota untuk peke,jaan reklarnasi di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan dan 
pclabuhan sungai, danau dan penyeberangan. 
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Pasal54 

fjin sc:hagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5), diajukurJ oleh pcru,a!iaan yang 
mi;:m<;nuhi pcrsyaratan : 

a. berbentuk bodan hukum; 
b. meruili.ki NonK>r Pokok W"jib Pajuk; 
c. memiliki akt.e r,endirian pen.L~h,ian yane ctisahbn nleh in.ort;m,~i be(werumg; 
d. memiliki kcterangan domisili perusahaan; 
c. memiliki i.zin usaha pcngcrukan dan reklamasi; 
f. mc-miliki peralatan pengerukan dan reklamasi; dan 
g, memiliki tenaga ahli di bidang pengerukan dan reklamasi. 

Pasal 55 

(1) Apabila pelaksanaan reldan1asi diJakukan di dalam Dae rah Lingkungan Kerja dan Daerah 
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan pada pelahuhan peogumpan dan pelabuban sungai, 
daot,u sorta penyeberangan, maka pennohonon ijin sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 53 ayat (2), diajukan oleh Otoritas Pelabuhon atau Unit Peoyelenggarn Pelabuhan 
kepada Walikota. 

(2) ljin sehagairnaoa dimaksu<I P'l'la ayat (!), diberikan oleh Walikuta sctelab mcmonuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam l'a.sal 54. 

Pa.sal 56 

(I) Laban basil reklama.si di dalam Oae,ah LlngJrnngao Kerja dan Daerah Lingkung,,n 
Kepeotingan Pelabuhan dapat diroononkan hak atas tanahnya oleh Otoritas Pclabuhan 
a.tau Unit Penyelengga.ra Pelabuhan scsuai dcngan ketentuan peraturan peruodang­
undaogao. 

(2) Laban basil rcldamasi di wilayah perairan Tenninal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) 
dapat dimohonkan hale pengeloJaan aJas tanahoya olch Pengelola TermiJlaJ Untuk 
Kopentingan Sendiri (TUKS) sesuai dengtlD ketentoan peraruran peroodang-ondangao. 

Paragraf 10 
Kegiat,m Salvage & Pekerjaan Bawah Air 

Pasal57 

(I) Setiap kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air : 

•· tetbadap kerangka kapal dart/atau mua~umya harus mendapat ijin dari Mcntcri 
Perhubungan alas rekomendasi Walikota. 

b. terhadap pck.crjaan kabel bawah air, pipa ba"wah air. bangunan atau i.nstalasi l,>awah air. 
besi bekas, kayu log, scrta benda yang berliarga hurus mondapat ijin dari WalikollL 

(2) ljin scbagaimana dimaksud padn •yat (J) huruf b, diberiklln Walikotn oetclah mcmonuhi 
persyaratan scbagai berikut : 

a. berbe:ntuk badan huklm1; 
b. memilki Nomor Pokok Wajib Pajak; 
c. memiliki akta pendiriun pcrusahaao yang disahkan oleh losumsi bcrweoang; 
ci memiliki keterangao domisili perusahaan; da,1 
o. mcmiliki tenaga ahli di bidang pekcrjaan bawah air. 

Paragraf 11 
Peninn Pelabuban 

Pasal58 

(I) Wilayah perairan pelabuhan digunakan untuk kcgiatan alur•pelayaran, tempat labuh, 
tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhao untuk kebutuhan sandar daa olah gerak 
kapal, kegiatan pcmaoduan, terupat pe<baikJlll kapal dan kegiatan lain sesuai dcngan 
kcbutuhan. 
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(2) Perairan pclabuhan sungai dan penyebemogM meliputi pcrairan Sungai Musi, Sunga; 
Ogan, Sungai Komering dan Sw1gai lainnya dalrun Daeruh. 

(3) Pcrairan pelabuhan danau meliputi pcrairan di danau dalam Daerah. 

P15>1I 59 

(1) Sefolp pc:rorane:an dan badan melakukan kegiman p,emhane;i,rum cti [lf'!N'i~n pel~bubru::t 
sungai danau dalam Oaerah, wajib mendapat izin pemakaian perairao dari WalikOla 

(2) Umuk ,neudoput mn pcmakaian perairan pelabuhan sungai danau dimaksud pad a ayat (I) 
wajib mendapat rckomcodasi teknis dari Dinos Perhubungan. 

(3) Sctiap pemakaian perairan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangM wajib mcmbayar 
sewa tahtman. 

Pasal 60 

( I J Dalam rangka meningkatkan keselamatan keamanao, ketertiban dan kelancaran lalu lintas 
augkutan sungai dan penyeberangan, Walikota melakukan pembinaan meliputi 
penyclenggaraan jasa kepelabubanan, pcoyeberangan diatns air. pengujiao kendaraan 
berroolor diatas air, dan lalu lint.a.,; di daerab perairan pelabuhan. 

(2) Setiap kapal y- melayooi angkutan sungai dan danau wajib memenuhi persyarotan 
sebagoi berikut : 
a. Memeouhi pcrsyaratan teknis dan kelaiknn sesuai dcngan ketenruan yang berlak:u 
b. Memiliki fasilitas sesuoi dengan spesifikosi tcknis prasarana pelabohan P°"" trayek 

yang dijalani 
c. Memiliki awak kapal scsuai dengao ketentuan pe,syaratan pcngawakan unruk kapal 

sungai / d.anau 
d. Memiliki fasilitas utama clan / atau fasilitas pcndukung haik bagi kebuluban awak 

kapaJ maupun penumpang, ha.rung <hm / atau hewan sesuai den.gar, pe~yaratan teknis 
yang berial<u. 

l'1ragnr 12 
Fasilita$ AJu.r Pelayann Suogai. dan Danau 

l'asal 61 

(I) Uotuk menjamin keselamatan, keaman!lfl, ketertiban, dao kelaocaran lalu liutas dan 
angkutan di alur-pelayarM sungai dan danau wajib dilengkapi fasilitas alur-pclaym-an. 

(2) Fosil.itns atur-pelayaran sun(!lli dan danau sebagaimaoa dimaksud poda ayat (1), dapat 
berupa: 
a kolam pemindahan kapal (ship lock); 
b. bendungan pengatur kedalamart alur (navigation barrage); 
c. bangunan pengangkat kapal (ship lift); 
d. kannl; 
c:. rambu; 
f. pos pcngawasan; 
g. patroli; 
h. pencatat ska1a tinggi air; 
i. bangunan penahan arus: 
j . bangunan peogatur 8J"US; 
Jc dinding penahan tanah aiau tebing sungai; dan 
I. kolam penampung lurupur. 

Pasal62 

( I) Fasilitas alur-pelayaroo sebagaimana dimllksud dalam Pasal 61 ayat (2), wajib 
menyesuaikan dengan kelas alur-pelayaran dan batas '"'ilayah administrasi. 

(2) Fosilitas alur-pclayaran sebagaimana dimalcsud pacla ayat (I), dilakukan oleh Walikota. 

(3) Walikora dalam melaksanakao pcmbangunan fasilitas alur-pelayur"" sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dapat bekerjosama dengan Sadan. 
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Pasal 63 

( 1) Kapa) angkutan laut, sungai dan dllllllU yang bcrlayar menggunakan fasilitas alur 
pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), dikenakan biaya pemanfaatan 
sebagai pcndapatan asli daerah (PAD). 

(2) Walikota melakukan rei,gewasan terhadap berfungsinya fasilitas alur•pelayaran. 

Pasal64 

(I) Tindakan yang dopat mcngalcibatkan kerusakan dan/aJAu hambatao fasilitas alur• 
pelayarao dapat herupa : 
a. memasang dan/ atau mcnempatkan sesuatu pada Jltsilitas alur•pelayamn sungai dan 

danau; 
b. mengubah fasilitas alur-pelayaran sung,,i dan danau; 
c. merusak. mcngbancurkan, a.tau menimbulkan cacat fasilitas alur-pelayamn suogai cl.an 

danau 
d. mem.indabkao fasilitas alur pelayaran sungai dao daoau; dan 
e. menambalkan kapaJ pada fasilitas alur pelayaran sungai dan danau.. 

(2) Tindakan yang dapal mengalcibatkan kerosakan dan/atau hambatan pada fas ilitas alur­
pelayaran sungai dan danau dikenakan sanksi scsuai kctcntuan peraturan perundang· 
undangan yang bcrlaku. 

Pasal 65 

(I) Pemilik danlatau operator kapal bertanggung jawab pada setiap kcrusakan dan/atau 
ha.mbatau fu:,ili~ ttlw·pt:luyanu.1 sw1gai Jan danau yw--i.g <li~babkan oleb pengoperaslan 
kapaJnya. 

(2) Tanggung jawab pemilil<. dan/atau operator kapal sebagaimana dimaksud padn ayat (1), 
bcrupa kcw,jiban untuk segera memperbaiki atau mengganti fasilitas alur-pelayaran 
sungai dan danau schingga fasilitas tcrscbut dapat bcrfungsi kcmbali scpcrti semula. 

(3) Perbaikan dan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalarn botas 
waktu paling lama l 4 (empat belas) bari kaknder sejak kerusakan te..jadi. 

(4) Apabila dalar11 batas waktu 14 (empat helas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) perbaikan atau pengsantian tidal< dilakukan, Pcmcrintab Kota mclak.ukan 
perbaikan atau pengganrian fasilitas alur·pelayaran sungai dan danau dengan biaya yang 
dibebankan kepada Pemilik dan/atau operator kapal 

Pual66 

Pemilik dan/atau operator kapal bertanggungjawab pada setiap kerusakan $arana Bantu 
Navigasi Pelayaran, Fasilitas Ahlf Pelayaran dan hambatan di sungai dan danau yang 
discbabkan oleh pengoperasian kapal. 

Paragraf 13 
Perawatan dan perb•i.ka.n kapat 

Pa.sal67 

( I) Jjin usaha pcrawatao tlaI, perbaikan kapal diberikan oleh Walikota tcmpal perusuhaan 

berdomisiLL 

(2) Jjin usaha scbagaimona dimaksud pada ayat (I}, diberikan setelab memenuhi pcrsyaratan: 

a.. memiliki akte pendiriao perusahaan; 
b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusabaan; 
c. mcmiliki modal u,;aha; 
d. memHiki penang&un&jawab; 
e. memiliki surnt ketcrangan domisili perusah.,an; 
[. memiliki tenaga abli dibidang perawatan dan perbaikan kapal; 
g. menyantumkan/mcnyerahkao rekomendasi kajian lingkungan dari lnstansi terkait. 
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(3) ljio seoogaimana dimaksud pada ayat (I), berlaku selama perusahaao pe,awatan dan 
perbai.kan kapal masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi seliap 2 (dua) 
tahun seklili olch Walikota. 

Pa.<al 68 

(I) Untuk memperoleb izin usaba perawatan dan perbaikan kapal, Badan Usaha mengajukon 
permohorun kepada Walikota disertai dengan dokumcn persyaratan sebagaimana 
dimal<sud dalam Pasal 67 ayat (2). 

(2) Walikota melakukan penelitian ataS persyaratan pcrmohonan izin usaha perawatan dan 
pert.iikan kapal sebagai.mana dimaksud pada ayal (1). dalam jangka waktu paling lama 
14 (cmpat bela.s) hari kerja sejak ditcrima pennohonan seearo lengkap. 

(3) Apabila basil penelitian persyaratan sebagaimaoa dimaic,ud Jl'l'la ayat (2) belum 
tcrpcnuID.t Walikot.'\ mengembalikru:t permobonan sccara tcrtu.lis kepada Pemohon untuk 
meleagkapi persyaratan. 

(4)Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan 
kcmbali kepada Walikota setelah pennohonan dileogkapi. 

BABY 
SAR.ANA 

BA&:~n Pcrtama 
A.n&kub1n J•hm 

Paragnart 
Kendaraan 

Pasal69 

(I) Sctiap kendaraan bcnnotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, 
memenuhi persyaratan teknis dan laikjalan scrta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui. 

(2) Setiap kendaraan bermotor, kcrctn gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang 
dibuat dan dirakit di dalam ocgcri atau diimpor, harus sesuai deogao peruntukan dan kelas 
jalan yang akan dilaluinya scl1a wajib mcmenuhi persyaratan tcknis dan laik jalan. 

(3) Setiap kendaraan bermotor dan tidak bennoror yang tidal< mcmenuhi pe,sy.,atan teknis 
jalan set.igaimana dimaksud pada ayat ( I), dilarang beroperasi dal•m Daerah. 

fanagntfl 
Pengujian Ktttdaraan Bennotor 

Pa,al 70 

{I) Keodaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan diimpor, dibuat dan/atau dirakil 
di daJarn ne,geri yang ak.at) dioperasikan di jalan wajih dilakukan pengujian. 

(2) Pengujian scbagaimana dunaksud pads ayat ( I) meliputi: 
a. Uji tipe; dan 
b. Uji berkala. 

Pasal71 

( I) Uji tipe scbagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayal (2) buruf a, wajib dilakukan bagi 
setiap kerldaraan bennotor. kereca gandengan dun kereta tempclan yang diin,por, dibuat 
dan/alau dirakit didalam negeri, sorta dimodifi.kasi kendaraan bennotor yang 
mcnyebabkan perubaban tipe. 

(2) Uji ripe S<:bagaimana dimaksud pada ayat (1). dilaksaoakan oleh unit pelaksana uji tipe 
Pcmcrintah. 



Paw72 

(1) Uji berkala sebag;iimana dimaksud dalwn Pasal 70 ayat (2) huruf b, diajukan secara 
1ertulls dan memenuhi p¢TS)'llllltlln berdasarlcan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

(2) Uji berlwa scoogaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada pelaksana pengujian di 
wilayah pcngujian yang bersangkutan 

Pasal 73 

(I) Setiap kendaraan bernio!Or jenis mobil bus, mobil barang, mobil khusus, kereia 
gandengru, ke,eta iempelan dan kcodaraan umwn yang dioperasikan di jalan, wajib 
dilakukan uji berl<.ala. 

(2) Setiap kendataan bermolor seboguimana dimaksud pada ayat ( l) dan sepeda 11t0tor yang 
dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji emisi gas bu.ang secara berkala st:Liap 1 Uthun 
sckali. 

(3) Pelaksanaan uji bcrkala sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilakukao oleh Walikota 
mclalui Dinas Perhubung;,n. 

(4) Uji berkala kendaraan bcrmotor sebagaimana dimaksud pada aya1 (1), dilakukan atas 
pcrmohonan yang bersangkutan deng.ru1 menunjukknn surat-surat sebagai ketcnmgan 
kelengkapan kendaraan bermotor yang ako.n di uji sesuai dengan ketenruan perutumn 
perw1dllJ1g-undangan yang berlaku. 

(5) rerhadap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan ianda 
bukti lulus uji berupa bukulkartu uji, ianda uji berkala dan ianda samping yang berupa cat 
atau stile.er. 

(6) Ma.so berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (I), berlaku selarna 6 (enarn) 
bulan. 

(7) Terhadap pcralatan uji keodaraa,1 bem1otor seeara periodik, wajib dilakukao kalibrasi. 

(8) Kctcolllan Jebih lanjut mengenai persyaralan d!lll Ulla crua uji emisi dan uji bcrkala 
ditelapkan dengan Peraturao Walikota. 

Pasal 74 

Tanda bukti lulus uji kendaraan bennotor diberikmi sebagai salah satu kelengkapan pengajuan 
untuk pe-rmohooon p;:~nj~ne,an, f!Cmhahan maupun peuee.antian surat tanda oomor 
k.endaraan bermotor dan tanda bukti pendaftaran keodataan bcnnotor. 

Pasa175 

(1) Lokasi pengujian kendaraan bermolOr ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

(2) Pengadaan Iahan. pe11.1bangunan dan perawatan tempat pengujian kendaraan bermotor 
dilakukao oleh Dina.Ii 'Perbubungan. 

(3) Pengadaao dan perawaian Alat Uji Keridarnan Benno1or dilalcukan oleh Dinas 
Pcrboboogan. 

(4) Dalam pelaksan81lJ1 pengadaon, pcmbangunan dan pcrnwatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3), Dina.s Petbubungao dapal bekc,ja.sarn• dengan pihak kctiga dcngun 
persetujuan Walikota 
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Pasal 76 

( I) Setiap orang dilarang melakllkan pekerjaan atau bcrtindak sebagai perantara pengujian 
kendaraao be11DOtor kccuali dengan kuasa yang bersangkutan. 

(2) Setiap Bodan dilarang melalcukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara pengujian 
kendaraan bennotor tanpa ijin Walikota 

(3) Ketenruan lehih lanjut mengenai pcrsyaratan dan tata cara untuk mendapalkan ijin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan (2), ditetapkan dengnn Peraturan \V:ilikota. 

Pasal 77 

(I) Dalam rangka menjamin keselamatau, kearnanan dan kcschatan bagi pengguna kendaraao 
bermotor balk kendaraan pribadi maupun kendaraan umum ditetapkan persentase 
penembusan cabaya pada kaca-kaca kendaraan bermo1or. 

(2) Penetapan dan penerapan pcrscntasi penembusan cahaya pada kaca-kaca kendaraan 
bermotor sebagainuma dimaksud pada ayat (I), ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 

(3) Setiap keodanlan bennotor yang beroperasi di jalan dila.rang menggunakan musik keras 
dan menempcl stikcr pada kaca, body kendaraao dao assesori yang dapat menghilangkan 
atau menotupi identitas kendaraan sena mengganagu keselamatan dan ketertiban lalu 
linras jalan. 

Pa..,178 

(I) Setiap kcndaraan tidak bennotor yang diopero.sikan di jalan wajib rnemcnuru persyaratan 
keselamatal). 

(2) Keienman lebih lanju1 mengcnai per.iyaratan kcsclamatan sebagaimana dirnaksud pada 
aya, (I), di1<-1apkan dc-ogan Pcraruran Walikota. 

Pangraf 3 
Pen-gujian kenda.l'aan bermotor dj air 

Pasal 79 

(1) Setiap kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ( <GT7) yang diopcrasikao hanya 
diperairan daratan (sungai dan danau) dilakukan : 
•· Pengawasan kcselamatan kapal; 
b. Pengukuran kapal; 
c. Penemitan pas perairan daratan; 
d. Pencatatan kapal dalam buku rcgister pas perniran druatan; 
e. Peim:1-i.k.sww kvu~t,ubi kapaJ~ 
f. Pemeriksaan pconcsinllll kapal; 
g. Peroeriksaan perlengkapan kapal; 
h. Penertiitan sertifikat keselamtan kapal; 
i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal; dan 

j . Pcmbcrian surat i2in berlayar. 

(2) Pelaksanaan temadap kapal berukuran tonase kotor kur"'1g dari 01' 7 ( <GT7) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan olch Walikotll melalui Dina., 
Pcmubungan. 

Pasal 80 

(I) Sctiap lccn<l.wun bennotor di air yang bcroperasi di sungai da.n danau wajib dilakukan 
uji berkala. 

(2) PeloksaJJllM uji berlcala sebagaimana dimaksud pada ayDI {I), dilakukan oleh Walikota 
mclalui Dinos Perbubuogan. 
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(3) Uji b<;rkala kcndararui bermotor sebagaimana dimaksod pada ayat (I), dilak.ukan atas 
pennohonao yang bersaogkutan dengan menuojukkan surat•surat sebagai ketcrangao 
kelengkaJl'ID kendaraao bermotor yang akan di uji sesuai dengan ketenl\laO pcraturan 
pcrundang-undangan yang bcrlaku. 

(4) Tet!;adap kendaraan bermotor di air yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan 
tanda bukti lulus uji berupa pas ketil don pas tahunan sena tanda selar. 

(S) Masa uji berkala kendaraan berruotor di air sebagaimana dimaksud pada ayat (l ), bertaku 
selarna 1 ( satu ) Ulhun. 

(6) Kerentuan lebih lanjut mengenai pcr,,-yaratan dan uua cara uji berkala ditetapkan dengan 
Peraturan \Valikota. 

Pan1gnf4 
Bengkel Umum ciao Karoseri Kend:1raan 

Pasal 81 

(I) Setiap penyelenggaraan benglcel wnum unluk pengujian berkala dan/atau karoscri 
keodarnan betmotor, "'11jib meodapat ijin dari Walikota. 

(2) ljin penyelenggaraan bcnglcel wnum sebagaimana dimaksud pada ayat (I), wajib 
mcndapat rekomeodasi dari Kepala Kepolisian Resort Kota serta P<,'rtimbangan teknis dari 
Walikota melalui Dinas Perhubuogan. 

Pan grafS 
Pemiodaban Kenda.raan dan Kuoci Roda 

Pasal 8l 

( 1) Kendaraan l><:nnotor yang mengalami keru.sakan teknis di jalan. dapat dilakukan 
pemindahan kend.araan dengan cara menderek k.endanian yang dilaksanakan oleh Dinas 
Pcrhubungan atau pibak ketiga yang telah mendapat ijin dari Wali~ota 

(2) Terbadap kendaraan bermotor yang berhenli dan/8Ulu parl<ir pada lOIJlll'll yang dilarang 
untuk berh.enti akan dilakukan pemindahan kendanlan dengan cara mendorck kcndaraan 
oleh Dinas Perhubungan dengan dibuatkan Berila Acara, lembar pertaata disampaikan 
kepada pemilik awu pcngemudi. 

(3) Setelab Berita Acara disarnpaikan kepada pemilik/pengemudi keudaraan bcnnotor, maka 
segala kerusakao dan kehilangan menjadi tanggungjawab pemilik/pemgemudi opabila 
kcndaraan bcrmotor tidak diombil 

Pa .. 183 

( I) Kendaraan bermotor yang borhcnti atau parkir pada rempat yang dilarang, dilakukan 
penindakan dengan cara ~cian roda (wheel lock) kcnda,...n. 

(2) Terhadap kendaraan bcrmotor yang dikcnakan kunci roda (wheel lock) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), dan sctclah il\l dibuatkan Berita Acura, unLuk lembaran penama 
disampaikan kopada Pomilik/Po-ngom\ldi. 

(3) Ap;tbila pemilik/pengemudi melak.ukan pengerusakan atau menghilangkan alat kunoi roda 
(wheel lock) kendaraan ooik disengi,ja maupun tidak disongaja, dapat di.kenakan sao.ksi.. 
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Paragraf6 

Penderek•n oleh Badan Bukum 

Pasal 84 

(I) Setiap penyeleoggarn pemindahan kendaraan (pend<:rekan) wajib memiliki ijio usaha dari 
Walikota seaelah mcndapot rekomendas.i aeknis dari Dinas Perbubungno. 

(2) ljin sebagaimana diroaksud poda ayat (I), berlaku selama perusabaan melakukan aktivitas 
dan setiap tahuo harus melaporlcan kegintannya secora berkala kepada Walikota mclalui 
Dinas Perhubungan. 

(3) Penderekan kendaman bennotor dilalrukan atas pennintaan Pengemudi/Pemilik/ 
penanggung jawab kendarnan itu sendiri dengan atau tanpa bantuan Pemgas yang 
bcrwcnang dan dikenakan biaya menarik/menderelc. 

( 4) ljin u.saha scbagaimana dimaksud poda ayat (I), dapat dicabut apabila pcmcgang ijin tid/Jk 
memenuhi kcwajibannya 

(5) Ketcntnan lebili lanjut mcngenai persyaratan d.ln rota earn mendapatkan ijin usaba dan 
prosedur pencabutan ijin usaha ditctapkan dengan Keputusan Walikota. 

Bag/an Kedua 
Angkutan Kereta Api 

Parll(nf I 
Jenis Sarana 

Pasal 85 

(I) Sarana kereta api berdasarkan fuogsinya tcrdiri dari : 
a. sarana peugg.erak; 
b. sarana pengangkut penumpau.g atau baning; dan 
c. sarana uoruk keperluan khusus. 

(2) Sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (I), hat\lS sesuai dengan spesifikosi 
pra..,.,..,,. kereta api yaog borlaku. 

Paragnf2 
Sanna Penggenk 

Pasal 86 

Sarana penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a, harus memeouhi 
persyaratau tek:nis sesuai ketentuon yang bcrlaku, meliputi: 
a. rangka dasar dan bodan; 
b. peranskat penllSerak; 
c. petalatan keselamatan; 
d. ulut perangkui; dan 
e. peralatan pengendali. 

P•r•graf3 
Sarana Penr,angkod Pen•mpang atau Ba.rang 

Pasal 87 

(I) Sarana pengangkut pen um pang atau barang sebagaimana dimaksud dalam P"""1 85 
ayat (1) hurufb, harus mcmcouhi persyaratan teknis, meliputi: 
a. rangka dasar clan bodan; 
b. perangkat pcnggcrak; 
c. peralatan keselamatan; 
d. alat perangkai; clan 
• · peralatan pengendali. 
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(2) Selain pe,:syaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (I), sarana pi,ngangkut 

pcnwnpaug olau barang barus juga dilengkapi deogan : 
a. pintU, jeodela dan fasiliw pelayanan penumpang : dan 
b. fasilitas untuk memudahkan bongkar muat. 

(3) Dalam ha! sarana pengangkut penumpaog memiliki alat peoggernk sendiri selain 
pers)'aratan sebagaimano dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) huruf a, barus pula 
memenuhi persyaratan tclmis sarana penggcrak sebagajmana dimaksud dalam PasaJ 69. 

Pasal88 

Walikota dalam hal ini Dinas Perllubungan mengerobangkan rancang bangun dan rekayasa 
sarana dan prasarana kereta api. 

Paragraf 4 
Pe-rtwatao, Pe-meriksa.an dao Pen.gujian 

Pasal89 

(I ) Perawatan sarana dan prasarana kereta api dilakukan oleh Dinas PerhubWlg,to dan dapat 
dilaksanakan olch pibak ketiga deugan pcr.;ctUjuan Walikoca. 

(2) Ketentuan Jebill laojut mengenai perawatan sarana dan prasarana k«<:ta api sebagaimana 
dimallsud pada ayot (I), ditecapkan dengaa Keputusan Walikota. 

Pa .. 190 

(1) Pemeriksaw, daa pengujian saraoa dan prasruam> kcrcta api diselenggaro.kan oleb Dinas 
Perhubungao. 

(2) Pemeriksoon dan pcngujian sarana dan prasarana kereta api sebagaillUUla dimaksud pada 
ayal (I). dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan tek.ois. 

p...,.191 

(3) Pcm<'riksoan dan pcogujiaa sarana kereta api dilaksanakan uotuk penama kali sebelum 
diopcrasikan dan selanjutoya secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam I (saru) 
tahun. 

(4) Samoa kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (I). yang telah lulus pemeriksaan dan 
pengujian diberikan tanda lulus. 

(5) Pem:eriksaan dan peD.2\liian prasarru.\3 kcreta api. k.hususnya untl.lk jalan rol tc-rmasuk 
jcmbatan dan tcrowongan, peralatan pcrsinya.!an, inst.alasi Jistrik dan peralatM 
telekomunikn£i, dilakukan sel::umng-kutangnya sekali dalam I (satu) tabun. 

Bagiao kedua 
Sarana dan Maoajemco Latu Lint.as Sung•i, 

Danao dau Penyeberangan 

Paragnfl 
.Teats Sarana 

Pasal 92 

(1) Angkucao sungai, daoau dan pcoyclx:rangitD dilakukan dengan mengguna.kan kaJ)QI 
herhendera Indonesia yang memenuhi persyaratao kclaikan dan dipetuntukkan t.lgi 
angkutan sungai. danau dim penytherang.a.n. 

(2) Penemparan dan pengoperasian kapal pada setiap lintas penyeberangan harus sesuai 
dengan spesifikasi teknis lintas dan fasilitas pelabuhan penyeberangan yang akan dilayruu. 
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(3) Kapal yang tidal< mcmcnubi keteotuan sebagaimana dimal<sud pada ayat (I) dan ayiu (2), 
tidak boleh beroperasi. 

Parogn>f2 
AngkutaJl SungaJ dan Danau 

Pasal 93 

(I) Kegiatan angkutan sungai dan clanau dilakukan oleh orang perseorangan Warga Negara 
Indonesia iuau Badan dengim meoggunakan kapal bcrbendern lndo,,.,sia yang mcmenuhi 
pcrsyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan 
Indonesia. 

(2) Kegiatan angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilarang 
dilakukan dilau~ kecuali mendapat wn dari Syahbar,dar dengan tetap mcmcnuhi 
persyaratan kclail<lautan kapal. 

Paragraf3 
Kegiatan A.ngkutan Sungai dan Oa»au 

Pasal 94 

(1) Kegiatan aogkutan sungai dan danau yang melayani crayek tetap dan leranu dilakukan 
dalarn jaringan trayek. 

(2) Jaringan 11:ayek sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditctapkan oleh Walikota, untuk 
trayek dolam naemh. 

(3) Penetapan jaringan trayek sebagaimana diJnaksud pada ayal (2) barus 
mempenimbangkao : 
a. Pc:ngemhangan wilayah pot.ensi an3kutan~ dan 
b. Kcl.cq,aduan intra~dan antar mod.a transportasi. 

(4) Penctapan jaringan trayek anglC\ltan suogai dan dana.u sebagaimana dimaksud pada 
ayal (3) dilakukan setelah memenubi pcrsyaratan : 
a. .scsuai dengan rencana induk pclabuhan nasionol; 
b. adanya kebuluban angkutau; 
c. rencan.a dan/atau ke1ersediaan pelabuhan stmgai du.nau; 
d. ketersediaan kopQl sunsai dan danau dcngan spesifika.si teknis kapal sesuai fasilitas 

pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan 
c. potensi perekonomian daerah. 

Paragraf4 
Angkutlln Wlsats Sungai dan Oanau 

Pasal 95 

(I) Pelayanan yang disedialron oleh tcmpat wi.sata termasuk jasa penunjang scbagai 
kelcngkapao wisata yang sifulllya membcrikan kc:mudahan dan kc:nynmanan teru-..asuk 
fasilitaS olahraga dan biburan. 

(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayal (I) adalah fasilitas pemhu bebck, 
jetsky, banana boat, parasailing clan fasilitas sc:jenis lainnya yang disediakan atau 
dikelola oleh penyclcnggara 1empat "isata. 

(3) S-na pemhu bebck. jetsky, banana boot, parasailing dan fasilitas jenis lainnya wujib 
dilakukan pemcrik.saan secara berkala oleb petugas yang berwenang. 

Paragraf 5 
Angkutan Sungai Dao Danau Untuk Kepentingon Sendlri 

Pasal96 

(I) Pe}aksanaan kcgiatan angkutan SUJ1gai dan dnnau unhlk k.cpcntingan se.ndiri wajib 
melapoduw pengoperasian kapalnya setiap bulan kcpada Walikota sesuai dongan lokasi 
usolta pokoknya. 
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(2) Pelaksanaan kegiataJl angkutan sUJlgai dan danau untuk kepe,itingan sendiri yang tidal< 

menyampaikan laporau pengoperasian kapaluya sebagltimana dimaksud pada ayat (1 ), 
dikenai sanksi lidak diberikan pelayanan di pelabuban sungai dan danau. 

Pasal 97 

( I) Pclaksanaan kegiatan angkutan swigai dan danau untuk kepcntingan sendiri sebagaimana 
di.m.ok3'ud dalam ra.s.it 96 ayAt (2). dlhu:au~ men8angku, muatan ataJ.J ba.raog milik pihak 
lain dan/atau mcngangkut muatAn atau barang umum kceuali dalam keadaan tertentu 
berda"'-rkan iz.in dari Walikota. 

(2) Keadaan tertenru sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat be"'I'" 
a. tidak tersedianya kapal; dan 
b. belum adanya perosahaan aogkutan sungai dan danau yang mrunpu mclayani 

sebagian atau scluruh penninutaan jasa angkutan sungai dan danau yang ada. 

(3) (zin penggunaan kapal aogkuum suogai dan danau uotuk kepentingan scndiri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) be.rsifat semcntara sampai dengan: 
a. terscdianya kapaJ; dan 
b. adanya perusahaao angkutan sungai dan danau yang mampu mclayani sebagian atau 

seluruh pcanintaao jasa angkutan sungai dan danau yang ada. 

Pasal98 

(I) Untuk dapat mclakukan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepcnting;,n sendiri, 
pelaksana keg:iatan angkutan sun1,1;ai dan danau untuk kcpcntingan sendjri wajih m.-:rnilik.i 
iz.in operasi yang dibcrikan oleh Wali.kota sesuai dengan domisili kegialtlll usaha 
pokoknya. 

(2) lzin opern.,i sebogairnana dimak.sud pada ayat (I) diberikan seiclah memenuhi 
persyoratan: 
a. adm.ioislrasi; dan 
b. teknis. 

(3) Pcrsyaratan administrasi sebogaimana dimaksud pada ayat (2) hurof a, meliputi: 
a. memiliJci akte pcndirian perusahaan bagi yang berbentuk badan usaba; 
b. memilili kartu tanda penduduk bagi orang pcrseorangan wa,ga Negara Indonesia, 
c. memiliki nomor pokok wajib pajak; 
d. memilki surat keterangan domisili b"l!i yang berbcntuk badan usaha; dan 
e. memilikj izin usaha dari instansi pembina usaha pokoknya. 

(4) Persyaratan tcknis sebogaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb, meliputi : 
a. mcmiliki paling sedikit l (satu) unit kapal berbeodera J.odonesia yang laik laut 

dengan ukuron d.,, tipc kapal discsuai.kan dengan jenis usaba pokoknya YOJ!8 
dibuktikan saJjnan gro:s:re akta. surnt ukur, d.an scrtifiht ke~Jam:u:u\ lr'(1p.tl~ dru1 

b. memiliki tenaga ahli di bidang l<.elllwlak.sanaan pelayaran niaga. nautika, dan/atau 
1elmiku. 

(5) lzin scbogairnana dimaksud pada ayat (I), berlnku selama pclaksana kegia1an angkutan 
sungai dan danau untuk kepemiogan seodiri r))aSih rneuj&hmkan kegiatan usabanya clan 
dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Walikota. 

Pa.ul 99 

(I) Untuk memperoleh ijin opern.,i angkutan sungai dan danau untuk kepenringan sendiri, 
pclaksanaan kegiatan angkutao sungai dan danau mengajukan pennohonan kepada 
Walikolll disertai dengan dokumeu pet$yarntan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 98 
ayat (3) dan ayat (4). 

(2) Berdasarl<an pennohoJlllll scbagaimana dimaksud pada ayat (I), Walikota molakukan 
peneUtian atas _persyarata.o pertnohonan izin operasi angkutan sungai dan danau untuk 
kepentingan scndiri dalam jangka wnktu I 4 (empat belas) bari kerja sejak diterima 
pcnnohonan secora lengkap. 
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(3) Apabila basil penelitian persyanuun sebagaimana dimat<sud dalam Pasal 98 ayat (3) dan 

ayat (4) bclum tcrpenuhi, Walikota meogcmbalikan pennobonao secara tertulis kepada 
Pemohon untuk melengkapi persyaratao. 

(4) Pcm,ohonan yang dikcmbalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan 
kcmbali kepada Walikota sctelah permohonao dilengkapi. 

(S) Jika husil penclitian persyaratan sebaeaimana dimakSU<I d•l•m ""'"'' qg •Y•• (3) dan 
ayat (4), telah terpenuhi Walikota menemitkan ijin operasi angkutan sungai dao danau 
untuk kepentingan sendiri. 

Pasal JOO 

Pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau unruk kepcntingan sendiri yang tclah 
mendapat it.in opcrasi, wajib : 
a. melaksaaakan ketenruan yang telab ditctapkan dalam ijin operasinya; 
h. melakukan kegiatan operasional secara terus mcncrus paljng lama 6 (cnrun) bulan 

selama ijin operasi; 
c. mematuhi ketentuan pcraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentllllo 

peraturan perundang - undangan lainnya; 
d. mclaporkan secai-a tertulis kegiatan operaslnya setiop tahun kepooa pembcri ijin; dao 
e . mclaporkan secara tcrtulis apabila terjadi perubahan nama penanggung jawab. Pemilik 

Perusahaan atau domisili Perusahaan. 

Paragr.C6 
Kese1amatan dan keamanan Btrlayar 

Pa,al 101 

(I) Untuk memenubi persyaratan telmis kelai.k.lautan kapal dan jaminan keselamatan 
pelayaran wajib dilakukan pemeriksaan kapal pada setiap pembcrangkatan kapal. 

(2) Pemeriksaan kelaiklautan kapal sebagaimlllla dimak.sud pada ayat (1), dilakukan oleh 
Petugas yang berwenang. 

Pasal 102 

(1) Keselamatao dan keamaoan angkutM perairan udalah kondisi terpettuhinya pen;yar4mlD: 
a. Kelaiklautan kapal; dan 
b. Kenavig_asiat1. 

(2) Kelaildautan kapal sebagaimana dimaksod pada ayat (1) huruf a, wajib dipenuhi setiap 
kapal sesuai det\gatl daerah petayarannya menurut keteotuan peratura.Jl perundang .. 
undangan yang berlaku. 

P:ual 103 

(1} Setiap kapal pen um pang yang melayani aogkutan sun~.,,; dan danau, wajib menyediakan 
aJut 'keselamatan dan lampu navig.asi. 

(2) Alal keselamatao sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ben1pq1 life jackel, pelampuog 
penolong, alat pemadam kebakaran dan lampu navigasi yang memadai. 

(3) Setiap penumpang dan awak kapal speed boat, ketek danlatau kapal > 7 OT wajib 
meuggunakan life jacket sclama beriayar. 

Paragraf7 
AsunlO.Si 

Paso 104 

(I} Sebelum bcrlayar penumpang wajib memiliki Asuransi berupa jaminan pertanggungan 
atas resiko kecelakaan selama penumpang berada di dalam kapal. 



30 
(2) Biaya pertanggungan atas resiko kecelakaan sobagaimana dimaksud pad;l ayat (I), 

berupa: 
a. Biaya perawatan; 
b. Cacat tet,1p; 
c. Meninggal dunia. 

Pasal 105 

(1) Jaminan pertanggungan (sanrunan) wajib dibayar kepada korban atau ahli waris korban 
sesuai ketentuan peraruran perundang-unda11gan yang berlaku. 

(2) Besamya santunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I), diatur dalam polis asuransi 
pelayanan umum oleh Perusahaan Asuransi yang berkenaan. 

ParagnifS 
LaJu l.inbuJ Kapa) di bi.wah Jembata.n Ampera 

Pasal 106 

Setiap kapaVtongkang yang melintasi dibawah Jembatan A.mpcra barus memenuhi ketenruan 
sebagai berikut : 

a. Ketioggian muatan tongkang tidak mclebihi 8 (delapan) meter; 
b. Bagian alas muatan harus rata atau tidak kerucut; 
c. Wajib dipandu oleh Petugas Otoritas Pelabuhan dan/atau Unit Penyelen8J,lara Pclabuhan 

scrta pengamanan dan pcogowasan lalu lintas disekitar Jcmbafan Ampeca oleh Pctugas 
Dinas Perhubungan; 

d. Berlaynr harus siang hari; 
c. Tongkang yang diperkcnankan mclintasi di bawah Jembutan A.mjx:ra maksimal Length 

0.'l!r A.II (LOA) 300 feet dcngan lcbar maksimal 28 meter dan ditarik olch kapal tunda 
minimal 1765 KW sena Tog Boat pendorong 1761 KW yang memenuhi pcrsyaratan 
kelaikan taut. 

Pa.al 107 

Setiap aktifitas kapaVtongkang di perairan Sungai Musi yang mengakibatkao rusaknya 
fasilita.s milik Pemerintah (pclabuban dan jembatan) wajib memberikan jarninan kerusakan 
minimal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus Lima puluh juta rupiah) kepada Pemerintah Kota 
sambiJ ineuunggu selesainya peoetapan besaran g.anti rugi dari ha.,;.11 pemerik:saan olch Tim 
Teknis T crkait. 

Paragraf7 
Peocegah.an Pencemaran Dari Kapal 

Pasal 108 

Setiap Pemilik, Operator, Nabkoda atau Pcmimpin lulpal, anak buab kapal dan pela)'llf 
fo,innya wajib mcnccgo.h timbutnya pcnccmnron lingkung.on olch minyok.. bahun bcrbohayn 
dan bet-awn. kotoran. sampab dan limbab bahan berbahaya dan beracun dari kapalnya. 

Pasall09 

(I) Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbab padat dan Limbab cait atau baban 
dan/atau sam.pab lainnya ke perairan. 

(2) Limbab sebagaimana dimaksud pada ayat (I). barns di tampung di tempa1 kbusus 
didalam kapal selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan scmentara di Pelabuhan. 

BAB VJ 
l'ENGEMUDl ANGKUT AN JALAN 

Pasal 110 

(I) Untuk mcngcmudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi 
sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan yang berlaku. 

(2) Setiap pengemudi kendaraan bennotor wajib mcm~wa swat izin mengcmudi 
scbaaaimana dimaksud i,oda ayat (I). sclamu mcnRcmudikun kendaman. 



31 

Pasal Ill 

(I) Sctiap pengemudi kcndaraan pribooi dalam mengemudikan kendaraan wajib: 

a. mampu mengemudikan kendarnannya dengan wajar; 
b. tidak miown miouman yang mengandung alkobol, obat biw, narlcotika maupun obat 

terlarang lainnya; 
c. mengutamakan keselamatanpejalan kaki dan penggunajalan lainnya; 
d. menunjukkan surot t.anda nomor kendaraan bcrmotor, Surat tanda coba kendaraan 

bcnnotor dan sun:tt izin mengemudi; 
e. rnematuhi ketenrnan centang kelas jalan, rambu-rambo dan marlca jalan, alat pcmberi 

isyarat lalu lin1aS, gerakan lalu ljntas, bcrhenti dan parkir. peringau,n dcngan bunyi 
dan sinar ► kecepatan maksimum danhuau minimum; 

f. mcmakai sabuk kesclamatan bag; pcngcmudi kendaraan bermotor roda empat atau 
lebih dan mempe.-guru,kan helm bagi pengemudi kendara,m bermotor roda dua atau 
bagi pengcmudi koodaraan bcrmotor roda empat atau lebih ynog tidak dilengkopi 
deogan rumah-rumab; 

g. Sciiap kendaraan bcnnotor roda dua hanya bolcb membawa I (satu) orang 
penumpang. 

(2) Setiap pengcmudi kendaraan wnum yang bcrtugas dalam pengoperasian kc'tldaraao 
untuk pelayanan anskutan wmun wajib : 

a mampu mengernudikan kendaraannya dengan wajar; 
b. memotuhi ketel\lUan di bidang pclayanan dan kesclamatan angkutan; 
c. memakai pakaian serap,am perusahaan yang dilenaJc_api dc~an identira.'> penlAAM~n. 

)'lUlg harus dipakai pada waktu bcrtugas; 
d. memakai kartu identitas Pengcmudi ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan 

Otobus (PO), Dinas pe,:bubungan dao o,ganisasi angkutan darat; 
e. bertingkah laku sopan santun, tamah. tatib dan mengutamakan kcsclamatan pejalan 

kaki clan pcoggunajalan lainnya; 
f. dilarang mcmbunyikan musi.k keras. merokok dao membuang sampoh keluar 

kcndaraan; 
g. dilarang mensgunakan T e-lepc,n Seluller dan tidak minwn minuman yang 

mengandung alkohol, ob<u biu,;, ruul<otika maupun obot terlaraog lainnyn; 
h. mcmatuhi '"-aktu kerja, waktu ist'irabat dlUl pcnggantian pengemud.i sesuai <lengan 

ketcntuao yang berlaku sena dilarang memberikan kesempatan kepada pengemudi 
yang cidak mt-m.iliki swat izin mengemudj sesuai deogan peruntukannya; 

i. menunjukkan surat tanda nomor kendaraan bennotor, surai izin men.&emudi, buku 
uji, tanda bukti lulus uji, kartu izin usaha, kartu pengawasan izin trayek dan kartu 
pengawasan izin operasi dalam hal dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor oleb 
Petugas yang bcrwcnang. 

j . mcmatuhi kctentuan tentaog keJas jalan. ramb\Mrunbu d.an mrukajatan,. alat pentberi 
isynrat lalu lintas. gerakan lalu lintas • berhenti dan J)Orki,. pe,syamtan tcknis dao 
laik jalao kendaraan bermotor, periogatan dengan bunyi don sinar, kCCCjl8lan 
maksimum dan/atau minimum, tata cara mcogangkut orang dan barang, tata cara 
penggandengan dan penempelan dengan kendaraao lain; dan 

k. memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang disamping 
pengomudi. 

Pasal 112 

(I) Seti op pcoyelenggaraan sekoloh mengemudi kendaraao bermotor wajib mendapa, ijio 
dari Walikota. 

(2) Vntuk mendapatkao ijin sebagaimana dimaksud poda ayat (I), harus tcrkbib dohulu 
mendnpat rekomcndasi tcknis dariDinas Pcdn.1bungan. 

(3) Persyaralan dan tala cara memperoleh ijin dao rekomendasi tekni.s sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dan o)'8t (2), ditctapkan dcngan Keputusan Walikota. 



BAB VII 
LALU LINl'AS 

Baglao Pertama 
Jalan 

Paragrar I 
ManajemP.n L•lo Lint,., 

Pasal 113 
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(I) Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan pem,canaan, pengaruran, pengowasan dan 
pengendalian lalu lintas dan angkµtan jalan. 

(2) Kegiatan perc:ncanaan lalu lintas sebag;limanu dimaksud pada ayat ( I), meliputi: 
a. inventurisasi dan cvaluasi tingkat pelayanan; 
b. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan; 
c. penetapan pemecaban permasalohan lalu lintas; dan 
d. pcnyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya. 

(3) Kegiatan pengaturan lalu lintas sebag;,imana dimaksud pada ayal (I), meliputi kegiatan 
penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan atnu ruas.-ruas jalnn tertentu. 

(4) Kegiatan pcngawasan lalu lintas :;ebllgaimana dimaksud pada ayat ( I), meliputi: 
a. pemantauan dan penilaian tcrbadap pelaksanaan kebijaksanaao lalu lintas 

oobo.gaimW1C1 duru.\k.$vd pudu ayot (3); 
b. cindakan korektif tcrhodap pclaksanaan kebijaksanaan lalu lintas Scbagilim11rn1 

dimokwd pada ayat (3). 

(5) Kcgiatan pengendalian lalu lintas sebagaimana di,naksud pada ayut (I), mtliputi: 
a. pernberian arahan dan peiunjuk dallun pelaksanaan kebijaksonaan lalu lintas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3); 
b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bak dan 

kewajiban masyarakal dalam pelaksaruian kebijaksanaan lalu linias sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3). 

Pasal 114 

( I) Penerapan kebijaksanaan manajemen lalu lintas, terdiri dari : 
a. Manajemen Kapasitas, meliputi : 

I. pcrbaikan geometrik simpang; 
2. penataan parkir di tepi jalan; 
3. penetspao ATCS (Area Traffic Control System); 
4. pelebaranjalaa; 
S. jalon bawah tanah (underway) ; dan 
6. simpang tidak scbidang (Oy over atau under pass). 

b. Manajemen Prioritas meliputi : 
I. jalur bus kbusus (bus way); 
2. lajur kbusus bus; 
3. jalur/lajur khusus sepeda motor; 
4. jaturllajur khusu.s sepe.,-dat 
S. prioritas di persimpansan; 
6. prioritas di _persimpangan untuk angkulan Ul'llurn; dan 
7. prioriias bagi kendaman UJllUm penumpang dan barang. 

c. Manajcmco Pcrm.ilJlaa.TJ meliputi : 
I. penataan trayok; 
2. penataan lintas angl<utan b<trang dan pembataSan lokasi bongkar muat barang; 
3. lajur pasang surut (contra now); 
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4. sislcm satu arah; 
5. pen:ibatasan lalu !iotas: 3 in I, siscem Sliker, sistcm ganjil geoap, area licc-nsing 

sy,;tcm, road pricing, penerapan tarif parkir )'llllg tinggi pada daerah pusat•pusat 
kcgjatan (CBD); 

6. pembatasan perjalanan kendaraan pribadi dalam tiap tahunnya dcngan penggunaao 
licensing si_Sfem untuk tiap kendaraan; 

7. kontrol terhadap penggunaan tata guna lahan; don 
8. KaWllSQn Tcrtib Lalu Lintas (KTL). 

(2) Penernpao kebijalcsanaan manajemen lolu !iotas sebagaimaoa dimaks-ud pada ayat (I), 
ditetopkan dcngao keputusan Walikota. 

Pasa1115 

(1) Peogaturan lalu !iotas sebagaimoru, dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3), yang ber.:ifat 
perintal, dan/arau larangan ditetapkan dengan Kcputusao Walikota. 

(2) Perinlal, dan'atau lataJISan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), barus dioyatakao 
dengan nunbu--rambu Jalu linUL5-, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu ljntas. 

(3) Setiap pemakai jalao W11jib mematuhi periotah all!u larangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2). 

Paragntfl 
Rek.aya.sa Lalu Lintas 

Pasal 116 

(I) Dalarn rangka pelaksanaan m,u1lljemeo lalu lintas di jalan, dilllkukan rokayasa lalu 
lintas. 

(2) Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), meliputi: 
a. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan; 
b. perencanaan, pens,>daan, pemasangan, dan pemelibararui ram bu-ram bu, mad<a jalan, 

alat pemberi isyarat lalu linl.8$. ala.t peng<:ndali dan pengaman pemakai jalan sena 
fasilitas pcndukung. 

(3) Pemasangon dan penghapu.san rarnbu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu 
lintas, alut pcngcndali dan peng_aman pemakai jalan serta fasilitas pendukuog barus 
didul.-ung dengan sistem infoonasi. 

(4) Pelaksanaan rckayasa lalu lintas ditetlpkan dengan Keputusan Walikota. 

Pasal117 

s~tiicl.p onu1g t.aupa ijiu uwi Walikota, U.ilardflg: 

a. Membuat, memasang, memindahkan ram bu-ram bu, marka jalan dao a.lat pcmberi isyarat 
laJu lintas; 

b. Membuat atau memasang tanggul pengamanjalan dan pita penggadub (speed trap); 
c. Membuat atau m=g pinru penutup jalan dan portal; 
d. Mcnutup terobosan atau putaran jalan; 
e. Membongkar jalw pemisahjaJan, puJau-puJau lalu lint.as clan sejenisnya; 
f. Membongkar, mcmotoog, mcrusal<. /membual tidak bcrf\mgsinya pagar pengaman jalan; 
g. Menggllllakan babu jalao dan trotoar yang tidak sesuai deogan fungsinya; 
h. Mengubah fungsi jalan; 
i . Membuat danlatllu memasang yang menyerupai rambu-rambu. marka jalan, alat pemberi 

isyarat lalu lintas, al.at pengendali dan pengarnan pemakai jalan l\C'rta fasi li4Ls 
pendukung; dan 

j . Membwu dan/atau memasang bangunao reklame yang dapat mengganggu k.elancaran 
lalu linta.<s da.o pand.<i.ugao pengemudi. 
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Paragraf3 
Tata Cara lkrlalu Lintas 

p .... 118 
(l) Sctiap pejalan kaki yang akan menyeberang di jalan wajib menyeberang pada sarana 

penyeberangan apabila jalan terscbut telah dilengkapi dengan sarana pcnyeberangan, 
dan apabila jalan ie,sebul tidak dilengkapi dengan sarona peoyeberangan, pejalan kaJd 
wajib menyellerang pad• tmgian jalan yang memperhatikan keselamatan dan 
kelancaron l.alu liow. 

(2) Sctiap pejalan kaki yang berjalan di jalan wajib berjalan di atas trotoar apabila jalan 
tcrsebut telah dilengkapi dengan lrotoar dan apabila jalan 1erscbut tidak dilengkapi 
dengru, trotoar, pejalan kaki wajib menggunakan bagian jalao yang paling kiri. 

Pasal 119 
(I) Pada lajur yang diperuntukkan kbusus tmtuk kendaraan umum lertcntt~ dilarang 

digunakan kendaraan jenis laiJl kecuali dilentukan lain oleb ran,btJ-nunbu dan/aiau 
mark a jalan. 

(2) Setiap kcndaraan dilarang berbenti atau parkir di badan jalan apabila pada tempat 
tersebu1 dilarang untuk berhenti dan/aiau parki.r yang dinyaiakan dengan rambu-rambu 
dan/aiau marka jalan. 

Pasal 120 

(1) Pada ieti.ap jalan dite-"'pkao kcccpa.tan minimum dan/utuu mak3imum kendartwm 
b<.T!llotor sesuai dengan kclasjalan yang dinyalakan dengan rambu-rambu. 

(2) Kctcntuan mengenai kecepatan minimum dan/atau maksimum kendataart bermotor 
scbagaimana dimaksudkao pada ayat (I), ditetapkan dengan Keputusan \ValikOla. 

Bagiao Ktdua 
l<tr,ta Api 

l'aragrar I 
Jaringan P•layanan 

Pasal 121 

(I) Jaringan pelayanan angkutan kereta api bcrfungsi scbagai salah satu pelayanan sistem 
angkutan kota. 

(2) Jaringan pelayanan kereta api diselenggorokan :;ecora lcrpadu dalam satu kesatllllll yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari si.:;tem tnm,;portasi socara keseluruban. 

(3) Jaringan pelayanan angkulan kcrcta api ditetapkan dengan Keputusan Walikola 

( 4) Penetapan jari~an pelayanan angkutao kerela api deogan kolll lain di luar Daeroh, 
dilakukan berdasatkan petjanjion kcrja sarna antar Daerah. 

Jenis angkuw.njaJan terdiri dari: 
a. angkutan orang; dan 
b. angkutan barang. 

'BAB VUI 
ANGl<UTAN 

Bagiao Ptrtama 
Angkutan Jalao 

Paragrafl 
J•nis A•gkutao Jal•n 

Pa.HI 122 



Pasal 123 

Kcgiatan perencatlllWl kcbutuhan angkutan orang, meliputi: 
a. peneiapanjaringan trayek dan kcbutuhan ken4aroan; 
b. penecapan wilayan ope,asi caksi; 
c. penclapan kebutuhan ken<J,,num tidak dalam lrayck; dan 
d. komposisi pelayanan angkutan. 

Pasal 124 
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Pengangkutan orang dengan kenduraan umum dilakukan dcngan mengguoakao ruobil bus 
acau mobil penumpang 

p .... 125 

(I) Pengangkutan or11ng dengan kendanlan umum sebagairnana dimaksud dalam Pasal 123, 
terdiri dari : 
a. angkutan orang dalam trayek teup dan teratur; dan 
b. anglmtan orang tidak dala,n rrayck. 

(2) Angkutan orang dcogan kendaraan umum &Jam trayek cetap dan ceratur sebagoimana 
dimaksud pada ayat (I) buruf a, terdiri dari: 
a. angkutan lintaS bataS ncgara; 
b. an.gkutau antar kota ll1l1ar provinsi ; 
c. angkutan antar koca dalam provinsi ; 
d. angkutan koca ; 
a. ::u:ig:kulnn pcdcsoon.; 
f. angJmtan perbatasan; dan 
g. angl(utan kbusus ; 

(3) Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tecap dan teratur sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( I) huruf a, men881Jnakan mobil bus besar, mobil bus sedang, 
mobil hu.s kecil dan mobil penumpang umum. 

( 4) Angkuco.n orong dcngan kcndaraan umum tidak dalaru trayek seb<lgainuma dimaksud 
pada ayat ( I) huruf b, tcrdiri dari: 
a. angkutan taksi; 
b. angkutan sewa; 
c. angkutan pariwisata; dan 
d. angkucan lingku.ngan. 

Pasal 126 

Angkutan harang dengan kendarnao umum dilakukan dengau meuggW>akan mo bit barang. 

Pasol 127 

Angkutan barang sebagaimana dimaksud daJarn Pasal 125, tenliri dari : 
a. angkutan barang umum~ 
b. angkutan barang b<:rbahayu, baron& kbUS<Js, ix:ti kcmas dan alat berat; dan 
c. angkutan batang material proyek. 

Pa .. 1128 

(I} Kendaraan angkutan barang beroperasi sesuai dcogan Muatan Sumbu Terberat (M$1) 
atau kc las jalan yang akan dilaluinya 

(2) Setiap penganglrutan barang khusus sepeni bahan bc,-bohay., bcmcul\, baraug curah 
(canah, pasir, koral), borang cair, bahan yang mudah teri>akru-, bahoo pelcdllk, barang 
yang memerlukan fasilitas pendiagin dan pengangkutan tumbuh-lllmbuhan dan bcwao 
hldup, wajib m<nSl,,unakan kcodaraan kbusus yang memenuhi per.;yaratan peruntukan 
sesuai jenis bara,,g khusus yang diangkut dengan melal.ui jaringan !iotas yang 
ditccapklln. 
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(3) Peogangkutan barang seoogaimana dimaksud pada ayat (I), wajib memenuhi 

persyaratan muatan clan pembongkaran untuk menjamin keselamaran barang yang 
diaJJgkul dan pemakai jalan lain scrta menggunakan kendaraan dan/atau menggunakan 
penutup (terpal) yang memenuhi persyaralan pcruntukan sesuai jenis barang yang 
diangjcut. 

(4) Kctentuan lebih lanjut mengenai ,ata can, pemuatan dan pembongkaran barang khusus. 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan pernturan perundang-uodangan yang berlaku. 

Pasal 129 

(I) Penganglrntan barang da])<ll dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil 
penumpang clan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang dianglcut tidak 
melebibi daya angkut tipe kcndaraannya. 

(2) Pcngangkutan barang d"'1g8ll menggunak.on scpeda motor sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), harus memenubi pcrsyaratan: 
a. mcmpunyai niang muatan barang dC11gllO lcbar tidak melebihi Slallg pengemudi ; 

dan 
b. Tinggi ruang muatan tidal< melebibi 900 milimeter dari atas tempat duduk 

pengcmudi. 

Pcrizinan angkutan tcrdirt dart: 
a ljin Us.ha Anglrntan; 
b. ljin Trayek; dan 
c. ljin Operasi. 

Paragrafl 
Pe.rizinan ao.gkutan 

Pa.<al 130 

Pa,al 131 

(I) Setiap pengu.<aha atau pemilik atau pengusaha gubungan kendaraan bermotor angkutan 
orang clan ang),utan bamng dalam Daeral~ wajib rnemilik ijin usaha angkutan dari 
Walikota. 

(2) Ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), terdiri dari 
a. ljin u.laha aogkutan orang dalam trayek tetap clan teratur; 
b. ljin usaha angkutan orang tidak dalam trayek; clan 
c. Ijin usaha angkuum baraog. 

(3) ljin usnha angkutan dibcrikan untuk jangka waktu selama Perosahaan yang 
bersangkutan ma..-.;ih menjalanlmn u."wlhanya 

( 4) Pengusaha atau Pcmilik atau Penb'Usaha gabungan kendaraan bennotor angkutan umum 
jenis bus kota wajin memiliki atau menguasai minimal 5 (lima) kendaraan bcnnotor 
sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-unclangan yang berlaku 

Pasall32 

Kegiatan usaha angkutan orang dan/atau aogl<Utan barang dengan kendaraan umum dapat 
dilalrnkan oltb pcrorangan dan /atau Badao 

Pasal133 

(1) Untuk mendapatkan ijui usaha angkutan scoogaimana dirnaksud dalarn Pasal 130, 
Pengu..saha otau Pomilik arau Pengusaha gabungan kendanlan benno1or aagkutan orang 
dan anglrutan barana. llal\ls mcngajukan pennohonan ijin secara tertulis kepa<la 
Walikota. 
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(2) Pengajuan pennohouan ijin osalus angkutan seoogaimana dimaksud pada ayat (I}, 

dengan melarnpirkan pcrsyaratan : 
a. Photo copy Kartu Tanda Peoduduk (KTP}; 
b. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP}; 
c. Photo copy Akte pendiriru, pcrusabaan bagi Pemohon yang lx:rbentuk Bodan; 
d. Photo copy Surat lzin Tempal Usaha (SITU); 
c. Surat kelcrangan domi;ili Perusahaan; 
f. Pemyataan kesaoggupan untuk memjlik.i at.au mengunsa.i S (Ii.ma) k:endarnan; dan 
g. Pemyataan kesangguJ)<ID untuk menycdiakan fasililas penyimpanan kendaraan 

(Pool kendaraan). 

(3} Pengu;oho atau Pcmilik atau Pengusaha gabungan kendaraan bennotor angkutan orang 
dan ar1gkutan barang yang tclah meiJdapal ijin usaha angkutan dibeti.kan kartu iiin 
usaha anglmtao oogi setiap kendaraan yang dioperasikannya. 

(3) Kartu ijin usaha angkutao seoogaimauo dimaksud pada ayat (2), merupakan turunan 
dari ijin usaha angkutao yang diuuxla tangMi oleb Kcpala Dinas dan berlaku seloma 
I (saru) tah.un dan dapat dipe,panjaog. 

l'asal134 

(I) ljin usaha angkutan dicabut apahila: 
a. Perusahaan angku1an mclaoggar ketenl\ian : 

I. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; 
2. melakukan kegiatan yang membabayakan jiwa manusia dan liogkungan hidup; 
3. momperoleh ijin usaha dengan cam tidak sah: dan 
4. atas permintaan scndiri. 

b. Peru_sahaao aog)rutao tidak mclakukan kegiatan usaha aogkuw,. 

(2) Ketenluan lcbih lanjut meogenai prosedur pencahutan ijin scbagaimana dimaksud pada 
ayat (I}, ditetapkan dengao Peroturao IValikotA. 

Pasal 135 

(I) Untuk melakukan kcgiatan ang)rutan orang dalam lruyek tctap dan tcrarur sehagaimana 
dimaksud dalum PasaJ J 31, wajib memiliki ijin trayc:k. 

(2) Permohonan ijin trayek untuk angkutao oraog dalam trayek 1etap dan lenllur 
sebagairnana dimaksud pada ayat (I), terdiri dari : 
a. Permohonan ijin trayck; dau 
b. Permohonan perubahan ijin trayek. 

(3} ljin trayek seoogaimana dimaksud pada ayat (l), bcrlaku selama 5 (lima) tahun dan 
dapat diperpaitjang. 

P,uaJ 136 

(I) Penoohooan uotuk mcndapatkao ijin trayek sehagaima dimaksud dalam Pasal 132 
ayat (2} huruf a, diajukao secara tertulis kepada Walikota. 

(2) Permobonan ijin trayek yang diajukan olch Peogusaha atau Pemilik atau Pengusaha 
gabungan kendaraan bermotor angkutao umum jenis bus minimal ha.M memilik.i 
5 (Lima) kendaraan, sedangkan untuk mobil penumpang umum atau otolet dibuat 
secara perorangan. 

(3} Pcngajuan penoobonan ijin trayek sehagaimana dimaksud pada ayat (1 ). wajib 
memcnuhi pcrsyaratan admlnistrasi dan persyaratan teknis. 

Pasal 137 

(I) Pei:syaratan odministrasi pengajuan ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 
ayat (2}, dcogan melampirlcan photo copy surat•surat sebagai herikut: 

I. Sunu Tanda Nomor Kcodaraan (STNK) ; dan 
2. Buku Pcmillk Kcndar&an Dcrmotor (DPKD) yang dimohonkan. 
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(2) Podu waktu melampirkan photocopy Sura, Tanda Nomor Kendaraan (S'JNK) dan 
Buku Pemilik Keodaraan Bcnnotor (BPKB) scbagaimana dimaksud pada ayat (I). 
harus menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (S'rnK) dao Buku Pemilik 
Kcndaraan 8ennotor (BPKB) yang asli. 

(3) Nama yang mengajukan permobonan hams sama dengan yang tcrcantum dalam Kartu 
Tanda Penduduk (KTP), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) don Buku Pemilik 
Kendaraan llermotor (BPKB). 

Pasal 138 

Persyaratan teknis pengajuan ijin trayek seoogaimana dimaksud dalam Pasal 132 aya, (3), 
meliputi : 
I. Pada trayek yang dimobonkan ma.sih memw1gkinkan untuk penambahan jumlah 

k.endaraan; 
2. Priori~'IS diberikan bagi pengusaha yang marupu memberikun pelayanan angkutan 

yang tcrl>aik; dan 

3. Melampirkan surat peruyataan kesanggupan menyediakan fasililas pen);mpanan 
kendaraan (Pool kendaraan) dan fasi litas pemeliharaan ko'1Klaraan. 

Pasal 139 

(1) Pengu."8ha atau Pemilik aiau Pcngosaha gabungan kcndaraan bermotor angkutan 
umum jenis bus yang telah mendap,u izin trayek dari Walikota, diberikan Kartu 
Pengawa.~ ulltuk setiap kendaraan yana diopcrasikannya. 

(2) Kartu peugawasan seoogaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan turunan dari lzin 
Trayek. 

(3) Kartu pellg)lwasan seoogaimana dimaksud pada ayat (1), ditanda tangani oleb Kepala 
Dinas. 

(4) Kactu Pengawasan seoogaimana dimaksud pada ayat (I), berlaku sclama 1 (saru) 
tahun scjak tanggal ditetapkan izin trayek, dan dapat dipcrpanjang. 

(5) Terhadap kendaraan yang mengajukan permobonan uin trayek untuk pertama kalinya, 
dibenlcan Kartu Pengawasan Semcntara yang bcrlaku selania 3 (tiga) bulan. 

Pasal 140 

(I) Perpanjangan kartu pengawasan seoogaimana dimaksud Pasal 138 ayat (4). selamoo.1-
lambatnya 3 (tiga) bulan tcrhitung dari tanggal bcrakhirnya kartu pcngawasan harus 
stl<iab diloksanakan. 

(2) Apabila perpanjangao kartu peogawasan telah melebihi 3 (tiga) bulan s<;bagiiimana 
dlmaksud pad• ayat (I), maka i:tin trayeknya akan dicabuL 

Pasal 141 

Syarat-syarat pengajuan perpanjangan .Kartu Pengawasan adalah sebagai berikut: 
a. Melampirkan photo copy KTP Pemegang Kartu Pengawasan 
b. Melampirkan photo copy STNK 
c. Melampirkan a~li K.artu Pengawalian 

Pasal142 

Pengajuan perubaban izin trayek scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1,4 ayat (2) 
dilakukan dalam ha! : 
a. Pembaharuan ma.sa berlakunya izin trayck; 
b. Penambahan jumlah kendaraan bennotor; 
c. Pengali.ban keperoilikan perusahaan; 
d. Pcrpindahan trayck 
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Paul 143 

(1) Pembaharuan masa be,lakunya izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 
huruf a adalah pengajuan pcmbaharuan izin, dikarc:nakan telah habisnya masa 
berlakunya izin trayek (crscbut. 

(2) Penambahan jumlah kendaraan sebagaimanadunaksud dalam Posal 141 hurufb adalah 
pengajuan perubahau izin tmyek, dikwenakan adanya penambahan jwnlah kendaraan 
yang sud.ah tldak scsuai deugan jumlah i:t:in trayck yang d.imilik.ioya. 

(3) Pengalihan kcpcmilikan perusabaan sebagaimana dimaksud Pasal 141 buruf c adalah 
peogajuan pcrubahan izin trayck dikarenakan odanya pcrubahan kepemilikan 
pcrusahaan. 

( 4) Perpindahan trayek s sebagaimana dimaksud Pasal 141 huruf d odalah pcrpindahan izin 
trayek dati satu trayek kc trayck lainnya. 

Pasal 144 

lzin trayek yang ielah dipindahkan sebagai,narul dimaksud Posa! 14 l huruf d, bukan l3&i 
menjadi hak pemilik lama tetapi dikembalikan kc Pcmerintah Kota.. 

Pasal 14S 

(!) Setelah mendapat izin Walikota, izin trayek sebasairoana dimaksud dalam Pasal 134 
ayat (1 }, dapat dipindahtangankan melalui perubahan nama pcroilik atau batik nama. 

(2) Syarat pemindolllanganan mclalui perubahan nama pemilik atau batik oama 
sebagaimana di,naksud p.sda ayat {I), adalah sebagaj berikul : 
a -Pemii.k kendaraan <ersebut rocngalami pailit 
b. Kenda,aan tcrscbut mcngalami kccclakaan 
c. Terjadinya force roajure 

Pasal 146 

(I) Angkulan ordllg dengan kendaraan umum tidak dalarn trayek tetap dan teratur berupa 
angkutan lingkunsan dapat menggunakan jenis kendaraan roda tiga yaitu bajaj, bemo 
dan hclicak .. 

(2) Angkutan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat {I), tidak boleh beroperasi di 
pusat kota dan melev.-ati jalan-jalan tcrtentll, 

P• sal 147 

Terhadap Angkutan Antar Kota Dalam l'ropinsi (AKOP) yang ada dalam Dacrah, lzin 
Trayeknya ditetapkan oleh Pemerinf-dh Provinsi Sumatera Selatan, dengan mendapat 
rekomendasi dari Walikota. 

Pasal 148 

Kcndaraan bcrmotor angkuian umum harus dilengkapi dengan identitas kcndaraan scbagai 
berikut; 
a. Nomor lambung; 
b. Tonda jell.is ang~uum; 
c. Papan uayek; dan 
d. Warna kendaraan. 

Pasal 149 

(I) Sctiap kcndaraan yang akon dijodikoln angkutan penumpang umum dalam Daerah, 
harus mcmlliki selifikat rcg.is.tra.ii dari Direktomt Jenderal Perhubungan Darat. 
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(2) Kend(lraan bcrmotor angJcutan um= harus memiliki kualitas pelayaoan dan atau 

fasil itaS yang baik. 

(3) Kcndaraaan bennotor angjrutan umum dilarang memiliki dan membwiyikan musik 
sccar; ker;s yang mengganggu ketertiban umum. 

(4) Kcndaraaan bennotor angkutan umurn dilarang memiliki dan mcmasang st-iker da.n 
atau kertas tempel pada kaca dan badan kcndaraan yang menutupi identitas kendoraan. 

(S) KendaraMD becmotor angkutan umum diwajibkao mcmililti kowk sampab dan 
pertengkapan Pertolongan Peruuna Pada Kectlakaan (P3K) di dalam kcndar;annya. 

Pass i 150 

Walikota berwonang menemilkan rcl<omendasi dalam nwgka mendapalkan Surat Tanda 
Nomor Ket>daraan (STNK) kendaraan umwn dalam Daerah. 

Pasal ISi 

(I ) Untuk melalrukan kcgiatan angkutan orang tidak dalam tmyek sebogaimana dimaksud 
dalam Pasal 130 huruf c, wajib memiliki ljin Opcrasi Angkutan. 

(2) Pengusaha atau Pcmilik atau Pengu.saha gabungan kendaraan bennotor angkutan 
umum yang tclab mendapalkan ljin Opcrasi Angjrutan dari Walikota dibcrikan Kartu 
Pengawo.::;ao bogj sctiop kcnd.ntaan ya.ng diopem:sikannya. 

Pasal 152 

(I) Pennohonan ijin operasi angkutan diajukan secara tertulis kepooa Walikota. 

(2) Pengajuan permohonan ijin nperasi angk\ltan sebal!Jlimana dimaksud pada ayat (I), 
wajib memenuhi persyoratan administrasi dan persyaratan tekais. 

(3) ljin operasi angkutan orang tidak dalam troyek sebagaimana dimakJ,ud dalam 
Pasal I SO ayat (1 ), berlaku selama 5 (Hrna) tahun dan dllpol diper:ponjang. 

(3) Kartu pengawnsan sebagaimru,a dimaksud dalam Pasal I SO ayat (2), mcrupakan 
turunan dari iz:in operasi angkutan yang ditanda tangani olch Kcpala Dinas yang 
berlaku sclama I (satu) tabun. 

Pasal 153 

(I) Persyaratan &dministi1lSi scbagairoana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2), meliputi : 
<1. Phvlu 1.:vpy Kai.lu TaudaPeoduduk (KTP)~ 
b. Phot<> copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 
c. Photo copy Akte peodirian perusabaan bagi pemohon yang bcrbcntuk Sadan; 
d. Photo copy Surat lzin Tempat Usaha (SITU): 
e. Surat keternogan domisiU perusahaan; 
f. Pemyataan kesanggupan untuk mcmiliki atau meoguasai 5 (lima) kendaraan; dan 
g. Pemyataan kesanggupao uotuk mcnyodinkun fusilitas penyimpanao kendaraan 

(Pool kondaraan). 

(2) Pe.syaramo administrosi sebagaimana dimwud dalam P...ul 151 ayat (2), meliputi : 
a. Pada ijin open,si angkutan yang dimohonkan masib memungkinkan untuk 

penambahan jumlah kendaraan; dan 
b. Prioritas diberikan bagi Pcngusaha yang mampu memberikan pelayanan angjrutan 

yang terbaik. 

Pu•l 15'1 

(I) Untuk k<pentingao tertentu Walikotadapat memberikan ijin insidentil. 
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(2) Kepentingan ten en tu scbagaimaoa dimaksU<I pada •yat (I), adalah sebagi,i berikut : 
• · menambah kelrurangan anglmtan pada waktu keadaan tertentu seperli perayaan hari 

besar keugaa,aan, liburan sekolah, labun baru dan kegiatan lainnYil, dengao 
ketcotuan kendaraan bennotor angkutan uroum ter.;cbut diwajibkan untuk 
menaikkan dun menurunkan penumpang di Tenninal; dan 

b. keadaao darurat tertentu, misalnya bencana alam. pengerahan mas$> berupa 
kampanye Pemilihan Umwn, rombongan olahraga, karya wisata dan scjeoisnya 
yang tidak diwajibkan mcnaikkan dan menurunkan pcnumpang di Terminal. 

(3) Pcrmobonan ljin lnsidcntil diajukan secara lcrtulis kepada Walikola mclalui Dinas 
Pcrhubungan deogan melampirkan : 
a. Kmtu Pengawasan yang masih berlaku. 
b. lzin Usaha Angkutan 
c. Bulm Uji 
d. Surat Tanda Nomor Kendara.m. 

(4) Petikan ijin insidentil seb!lgaimana dimaksud pada ayat (3), ditctapkan oleh Kepala 
Dinas. 

(4) ljin insidentil hanya diberikan untuk I (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku 
paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang. 

P ... 1155 

( I} ljin dispcnsasi morupakan ijin yang dapat diberikan kcpada kcndaraan an&Jrutru1 baiang 
yang akan melakukan aktivitasnya pada waktu dan wilayah tertentu. 

(2) ljin dispcnsasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), diberikan untuk kepcntingan: 
a. angj<utan barang pada lokasi dan ruas jalan lertontu; dan 
b. angkutan orang (bus AKAi' dan AKDI') yang beroperasi dalam Daerah untuk 

keperluan tertentu. 

PJt,al 156 

(1) Permohonan ljin dispeusasi diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui, dengan 
melampirkan : 
a. Photo copy Surat Tanda Nomor Kcndaraan (STNK), 
b. BukuUji. 
c. Photo copy Kmtu Pengawasan. 

(2) Jjin dispeosasi untuk ang)<utan baraog diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan 
dapat diperpaJ)jang, 

(3) ljin dispensasi unn.k angkt1tan orang diberikan untuk jangka waktu 7 (tujuh} hari dan 
tidak dapat diperpanjang. 

(4) Pelikan ljin dispcnsasi ,;cbag-aimana dimaksud pada ayat (I), ditctapkan olch Kcpala 
Dina';. 

(S) Tedu>dap kt<ldaraan yang mendapat ijin dispensasi pada saat dioperasionalkan harus 
diberi tanda khusus tortcntu 

Pasal 157 

(I) Setiap l'engusaha atau Pcruilik atau Pcngu,ahaan gabungan kendoroan bermotor jenis 
bus harus mcmpuoyai lempai pcnampungan atau pool kendaraan sebagai tempat 
istiruhat, pen,eliharaan dall perl,aikan kendaraan. 

(2) Memiliki kapasitas parkir yang memadai sekurong-kurangn:ya 5 (Iima) bus. 
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(3) Lokasi pool baru,; mcmcnuhi persyaratan tidak mcnimbuJkan kemaeetan lalu lintas, 

yu.itu: 

a. mempunyai jalan masuk-keluw (llk.ses) pool sekurang•l<urantlJl)'ll dengan panjang 
50 meler; 

b. mempunyai jalan masuk-keluar (akses) pool deogan lobar sekurang-kurangnya 
5 mete, sehingga memutar kcndaraan dapat dilakukan dengan mudab; 

o. dilengko.pi fooi.lito.<i ocJukan mMU.k .. kcluar kw.daumu :sd.li1188:U k.c:ndaraan yang akan 
masuk-keluar pool mcmpunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan 
perlambatan atau kecepatan; 

d. dilarang men!tikkan/mcnurunkan penumpang dan/atau bardf<g di lokasi pool; dan 
c. dilarang mengsunakan pool sel!tin daripada pcruntukkan dan/alau fungsinya 

(4) Penyimpanan kendaraan atau pool kendaraan bermotor jenis bus sebag!timana 
dimaksud pada ayat (I), barus mendapal ijin dari Walikota. 

(S) Persyaratan pengajuan permohonan penyimpanan kendaraan arau pool adalah sebagai 
berikut: 
•· Photo copy Akte Penisahaan; 
b. Photo copy ljin Usaha dari Ijin Trayek; dan 
c, Photo copy SUrut fjin Tcmpat Usaha (SITIJ). 

Pasal 158 

Umur kendaraan angkutan umurn yang beropera,i dalam Dacrab ditentukan set,aaai 
berikut: 
a. Angkutan umum )'ling beropcrasi di pusat kota tidak boleh lebih dari IO (scpulub) tahun 

terhitung dari tahWl pembualannya; dan 

b. Angl<utan umum padu trayck pinggiran kota tidak boleb lebih dari 15 (lima bcla,;) tahun 
tethitung dari tahun pembuatannya. 

Puall59 

( I) Kendaraan yang telah melewati batas umur kendaraan angkutan lllnum sebag!timana 
dimaksud dalarn Pasal I 58, dilarang bcroperasi scti..gai angkutan umum dalam Daerah. 

(2) Apabila kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tertangkap beroperasi di jalan, 
maka kendaraan tersebut akan dipoolkan dan kepada Pemilik diwajibkan untuk 
merubab bcntuk kcndaraan dari at:tgkutan umurn menjad.i angkut.an pribadi ntau mobil 
barang, 

(3) Tiga bulan sctclah kcndaraan angkutan umum sebagamana dimaksud pada ayat ( I), 
melewati batas umur kendaraan.. maka ijio trayek kendaraar\ tersebut dikembalikan k:e 
Pemcrintah Kot.a. 

Tarif angkut.an terdiri dari : 

P1tn1graf3 
Tarif 

Pasal 160 

a. Tarif angl<utan penumpang terdiri dori tarif dalam trayek temp dan teratur, dari tarif 
tidak dalam trayek ; dan 

b. Tarif angkutan barang. 

Pasal 161 

(I) Tarif angkutan pcnumpang tidak dalam trayek. berupo lllksi ditetnpkan oleb penyedia 
jasa angkutan setclah mcndapal pcrsctujuan Walikota. 

(2) Tarif taksi terdiri dari tarif awal (Flag Fall), tarif dasar, larif wakw dan tarif jarak yru,g 
ditunjuk.kan daJam argom<,.1«. 
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Pasall62 

(I) Walikota mene1apltan besamya tarif angkutao penumpang dalam truyek telap dan 
teratur betdasatlcan usulan Forum Lalu Lintas Kota. 

(2) Untuk tarif angkutan non ekonomi ditetapkan oleb pcnyedia jasa selelab mendapat 
per.:etujuao Walikota. 

(3) Tarif angkutan barang. angkutan scwa, angkumn pariwisata dan angkutan linglcUJJgao 
ditentukan bcrdasarkan ata,; kcscpakatao an taro pcngguna jasa <Ian pcnyedia jasa. 

Pasal163 

Setiap angkutao pcnumpru,g um um wajib memalllbi ketcntuan tari f yang telab ditetapkan 
oleh Pemeri.otab Kota sehagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayai (I). 

BagiaoKedn 
AngkulllD Kereta Api 

PangraCI 
Jen.is Angkutau 

Paso! 164 

(I) Aogkutan ornng deogan kerc:ta api hanya dapat d ilakukan dengan kereta pen um pang. 

(2) Dalam kondisi tertentu. Badan penyelenggara kereta api dapat melakukan 
pcngangkutan orang sebagrumana dlmaksud pada ayat (I), dengan sarans kereta api 
lainnya. 

(3) Pelayanan anglcutan orang deogan kercta api sebaf:aim"°" dimaksud pada ayat (I), 
terdiri dari pelayan.ao ekonomi dan non ekonomi. 

p._,,.1165 

(I) Anglrutan barang deogao ken:ca api dilakukan deogan meosgunakan gerb<mg dan/atau 
kereta bagMi. 

(2) Angkutan barang sebogaimana dimaks<Jd pada ayat (I), tcrdiri dari : 
a. Barang umum; 
b. Barang khusus; dan 
c. Barang berbaha)1L 

Paragraf2 
Ptnytdia.a.n dan Pengu$a:h.auan 

Pa:121 !66 

(I) Pen)'edi8an prasarana dan sarnna kereta api termasuk pembaoguoan <Ian peogoperasian 
dilaksanakan oleh Kepala Dinas. 

(2) Penyediaan prasarana clan sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
dapat clilllksruulkan olch pihok keui:a. 

(3) Ke1<:01u,w lebih lanjul meogeoui pcnyediaan scbogaimw:u, dimaksud padu a)'llt (2), 
ditetapkan dengan Kcputusan Walikota. 

Pasal 167 

(I) Pengusabaan pra.,arana dan sarana kereta api dapat dilakukan oleh Perorangan atau 
Sadan. 

(2) Pcngusabaan prasarana <Ian sarana kereta api wajib mendapat ijin dari Kepala Oinas. 
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(3) Peogusuhaan prasarana dan saran.a kerela api sebagai.mana dimaksud pada ayat ( I), 
dilaksanak.ao dengan mempematikao : 
a. kepentingao pelayanan umum; 
b. kesclamatan ope,asi kerela api; 
c. keamanan dan ketertiban dalam pelayanan jasa; 
d. kelangsungan pelay-.man; dan 
e. kenyrunanan penumpang. 

P•ngraf3 
.Peoyelenggan.an 

r..,..1168 

(1) Pcnyelenggll!'Mn angkutao pen um pang a1au barang dilakukan setelah dipenuhinya 
syarnt•syaral umum angkutao kereta api yang djt.ct.apkan dcugan Kepu.tu$1Ul WaJikota. 

(2) Karcis penumpang atau surat angkutan bamng mcrupakan Ulndn bukti terjadinya 
pcrjanjian angkt1tllll. 

Pangrllf 4 
Pengelo_laan Kcireta Api Kbu..,us 

p..,.J 16!> 

(I) Untuk menunjang kcgiatan pokok badan di bi dang tertentu., dapal digunakan kereta api 
khusus. 

(2) Pengelolaun kcreta api khUS<JS, dilakukan setelah mendapat ijin dari Waltkota. 

(3) Pemegang ijin kereta api kbusus wajib melaporkan kegiatan operasional secara berkala 
setiap cnam bulan sekali kepada Kepala Dina<. 

(4) Untuk kelancaran clan keselamatan opcrasional kere1a api khusus, wajib dilakukan. 
pemeriksaan dan pengujian saraoa dan prasarana st:kurang-kurangnya sekali dalam 
satu tahun. 

(S) Perawatan, pemeriksaan dan pengujian sarana dan prasarana kereta api khusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4), ditclapkan dengan Keputusan Walikota. 

Paragra(S 
Tarif 

Pas1I 170 

Walikota meoetapkan struktur dan golongan tarif angkulan kereta api berdasarkan usulan 
Forum l.alu Lintas Kota. 

B•glan Kctiga 
Angkutan Sungai, Danau dan Penyebenrngan 

Paragarf I 
Pe.rizinan Angkutan Sungai dan Da.nau 

Pual 171 

(1) Unruk mclakukan usaha angkotan orang, barang dan/atau h<:wan di sungai dan danau, 
wajib memiliki ijin usaba angJrutan suogai dan danau. 

(2) ljin usaha berlalu selama Perusabaan/Pcmilik yang bersanglruian masih menjalankan 
kcgiatan usahanya dan memenuhi pe,syaraian yang ditetapkan dalam ijin yang 
hersangkutan. 

(3) ljin usaha berlaku juga untul< cabanglperwakilon peru.<abaan >111l8 benani;komn 
diseluruh Indonesia. 
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P••al 172 

( I) fjin usaha anglrutan sullJllli dan danau hanya diberibn kepada Pcngusaha yang 
mcmenuhi persyaratan scbagai berikut: 
a. Pemrangan atau Badan, yang didirikan khusus unruk usaha itu; 
b. Memiliki akto pendirian perusahaan bagi pemohoo y- berbentuk Badan atau 

Karn, 1anda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia Pcrorangan yang mongajukan 
pennobonan ijin usaha angkutan sungai dlln daonu; 

c. Pemya.taan lcrtulis sanggup memiliki selruraog-kurangnya I (saru) uni1 kapal yang 
mcmcouhi persyaratan tcknis/kelaikan sesuai dcngan peruotukan dan rencaoa 
trayek yang akan dilayani, sesuai dengan ke1eo1uan pcralUJ'an peruodang-undangan 
yang bcrlaku; 

d. Mcmilili surat keterangan domisisli Perusabaan/Pemilik; dao 
e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

(2) Pennohonan ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (I), diajukan kepada 
Walikota me1alui Dinas Perhubuugan sesuai dengnn domisili Perusaluwo/Pcmilik. 

Pasal 173 

(I) Pemberian ijin atau penolakan pennohonan ijin diherikan olch l'ejabal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2), selambat-lambamya 14 (eroput betas) hari kerja 
setelah permohonan diterima ,eoara lengkap. 

(2) Penolakan atas pennohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disrunpaikan 
<;;P.(".artl tt-rtulis dcngan disemli alasan penolaka..n, 

Paragrafl 
Angkutan Pe.nyeberangan 

Pasal 174 

(I) ljin angkutan penyeberangan diberikan oleh Walikota sesuai dengan dom.isili. 

(2) Jjin sebagaimana dimaksud pada ayat (I}, dibcrikan 1<etelah memenuhi persyaratan: 
f. mcmiliki akta pendiriao perusahaan; 
g. memilikj oomor pokok wajib pajak perusahaao; 
h. memjJikj pcnanggungjawab; 
i. menempati tcmpat usaha. bruk bcrupa milik ~iri maupun sewa berdasarkan surat 

keterangan domisili dari instansi yang bcrwenang; 
j . pemyaiaan tcrtulis sanggup memilki kapal betbendora Indonesia yang memenubi 

persyanuan kclaiklautan kapal: dan 
k. memilki teoaga abli di bidang ketatalaksanaan, naulis, daniatau tekJ1.is pelayaran 

oiaga. 

(3) Jjin sebagaimana dimaksud pada ayat (I), berlaku sclama Perusahaan angkucan 
pcnyebcrnngan masib menjalankan kegiatan usahanya_ 

Pasal 175 

( I ) Untuk memperokh ijin angkutan penyeberangan, badan mengajukan pcrmohooan 
kepada Walikota disertai dengan dokurncn persyamcan scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 174 ayac (2), 

(2) Berdasatk.an pennohonao scbagaimana dimaksud pada ayat (I). WaJikota melakukan 
pcnclitian ataS pcrsyaralan pennohonan ijin angkutan penyebenlngan dalam jaogka 
waktu paling lama 14 (empat helas) hari kerja sejak diterima pennobonan secara 
lengkap. 

(3) Apabila ba.<il penclitian persyaratan sebagaimao.a dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) 
belum terpenuhi, Walikota mengembalikan peanohonan secara lcrtulis kepada 
Pemnhon 11nn11< tt\elengkapi penyl)r9.tan. 
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(4) Penn.obonau yang dikemb<tlikan sebagaimana dimak.sud pada ayat (3), dapat diajukan 
kembali kepada Walikota SC!elah permQbonan dilengkapi. 

(S) Jika basil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksu<I pada ayat (1) dan ayat (3) 
terpenuhi, Walikota menerbilkan ijin angkutan penyeberangan. 

Pua1l76 

(I) Selain memiliki ijin scbagaim;,na dimaksud dalam P"""1 175 ayat (S), kapal yang akan 
dioperasikan wajib memiliki p<;r,;ctujuan pengoperasian kapal. 

(2) Persetujuan pengoperasian kapal scbagaimana dicnaksud pada •>'31 (I), diberikan oleh 
Walikota untuk kapaJ yang mclayani penyeberangan dalam Oaerah. 

(3) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan 
sctelah memilk.i kapal laik laut yang dibuktikan dengan grosse akta. 

(4) Persetujuan pengopcrasian kapal scbagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 
5 (Lima) wbun dan daJl'l1 diperpa,,j ang. 

Pasall77 

Selain ooemiliki ijin sebagai,nana dicnaksud dalam Pasal 174 unl\lk angkutan 
penyeberangan, kapal yang dioperasikan wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapaJ 
yang diberikan oleh Walikota bagi kapal yang melayani lintas pelahuhan dalam Daerah. 

BABIX 
FASILITAS UNTUK PENYANDANG CACAT 

DAN ATAU ORANG SAK.IT 

Pasal 178 

(I) Pel)derita cucut, manula dan/atau orang sal<it bemak memperoleh pelayanao berupa 
perlakuan khusus dalam bidang lalu lintas dan aoglcutan jalan, angkutan kercta api, 
angkutan sungai, danau dan pcnyeberangan serta udara. 

(2) Pcmerintah Kota dan Sadan wajib menyediakan fasilitas untuk penyandang caca4 
manula dan/atau orang sakit pada prasru:ana dan sarana. 

(3) Penggunaan fasilitas pada prasarana dao sarana sebagaimana dimal.csud pada ayat (2), 
tidak dipuugut tambahan biaya. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasil itas untuk penyandang cacat, manula 
dao/atau orang sal<it sebagaimana dicnaksud pada ayat (3), diatur =i dcngan 
ketenruan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB X 
ANALISJS DAMPAK LALU LJNTAS 

Pasal 179 

(l) Setiap pembangunan dan/atau peningkatan kcgiatan serta kegiatan yang telah 
beropera.'<i sebelumnya yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang dapat 
mempcngaruhi kelan<;anm laJu Unuc;, wajib dilttkukan at:IAli.sis dampak lalu linta~. 

(2)Analisis dampak lalu lintas sebagaimana di.maksud pada ayat (I), dilakukan olell 
konsultan tran,portasi yang bcrlwmpeten di bidangnya dao akan dievaluasi oleb Forum 
Lalu Lintas Kola. 

(3) Hasil penilaian analisis dompak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
berbenn,k rekom<:ndasi dibeiik•o oleh Walikou. melalui Kepala Dinas. 
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DABXI 
SISTEM INFORMASI DAN STATIS'TlK 

Pll5al180 

(I) Untuk memudahkan pcnyampaian infonnasi kc))'lda nu,syarakat dibuat suatu Sistem 
lnformasi Pelayanan lalu Jintas dan angkutan jalan, kereui api, sungai, danau dan 
penyeberangan. 

(2) Data yang berllSal dari sistem infonnasi sebagaimana dimalcsud pada ayat (1 ), dibua1 
statistik oleb Kepala Dinas seeat• berkala. 

BABXU 
FORUM LALU LINTAS KOTA 

p..,..1181 

(1) Untuk mc-nampung aspirasi masyarakat dan memberikan bahan pcrtimbangan te"1adap 
penyusunan kehijukan Pemerintali Kota dalam hidang transpo11asi dibentuk Forum 
Latu Lintas Kota. 

(2) Forum Latu Linta.s Kota mcrupakan lemhaga yang betkedudukan di tingkat Kota. 

(3) Organisasi, tata kerja dan keanggotaan Forum Lalu Lintas Kola ditctapkan dengan 
Kcputusan \Valikot.a selambaJ-fambatnya 6 (enam) bufan sejak dibcrlakukan Peraturan 
Daerab ini. 

(4) Masa bak'li keangg0UUln Forum Lalu Lintas Kola selama 5 (lima) lllltun. 

BABXIIl 
PEMBINAAN 

Pasal 182 

( I) Pembioaan lalu Jintas dan ongkutan jalan, kere13 api, sungai, danau don penyeberangan 
dilakuk,m oleb Walikota. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), terdiri dari : 
u. Bimbingan da.n penyuluhari kepada masyarokat, Pengenrudi angkutan d.an/atau 

Pengusaha angkutan; 
b. Bimbingan perencanaan teknis; dan 
c. Pemberdayaao llUlSyarak&t di bidang lalu linta.s da.n angkutan jalan, kereta api. 

suogai, da.nau dan penyeberaol!lln, 

(3) Bimbingan dan peoyuluban kepada masyarukal atau Pengemudi angkutao dan/atau 
Pengusaha anglrntan scbagaimana dimaksud p"'1a ayat (2) huruf a, dapat dilakukan 
secara langsung maupuo tidal< hmgsung. 

p • .,., 183 

(I) Uotuk meojaga kualiu,,; pelayanan angkutan dilakukan penilaian kiucrja scc,ua bcrkalu 
sctiap I (satu) taliun oleb Di""" Perhubungan. 

(2) Peoilaian kine,ja sebogaimana dintaksud pada ayat (I), mcliputl: 
a. pemenuban terhadap persyaratan teknis dan laik jalan ke.ndaraan bermotQr; 
b. jumlah kecelakaan yang 1erjadi; 
c. pemcauhan pclay:an.an anii,kutan sesuai dengan ij in operasi yang telah diberikan; 
d. ketaatan terhadap penuuran tata cam berlalu lintas; dan 
e. pemenuban ketentuan hubuogan kerja anlara Pengemudi dengan Pcrusallaan. 



48 
Pasal 184 

Pembinaan scbagaimana dimaksud dalrun Pasal 183, dilakukan berda<;arJcan program 
kegiatan jangku panjang, mencng,1h dan tahunan yang disusun oleh Oinas Porhubungan 
berkoordinasi dengan lostansi terlcai! Jainnya dan ditetapkrui dengan Kepurusan Wa!ikota 

BAB XIV 
PENGA WASAN DAN PENGENDAL.IAN 

Pasal 135 

(I) UnUJk mengetahui perkembangan pelayanan angkutan orang di jalan secara periodik. 
dilakukan p<,mantauan dan pengawasan angkutan se,ta pendaftarnn ulang angkuton. 

(2) Aspek-a.spek yang dipertimbangkan dalam pemantauun dan pcngawa&u1 angkutan 
orang sebagaimana dimaksud pada ayut (I), mcliputi : 
a. perkembangan sosial dan ckouomi; 
b. basil pengama!Jln dan peninjauan lapa,,gw, olch aparat; 
c. laporan dan masukan pcnggunajasa; 
d. laporan dan masukao Peagusaha angkutan; dan 
e. saran dan pendapatdari Forum l.alu Lintas Kota. 

Pa<al 186 

(I) Hasil pemantauan dan pengawasan anl<irutnn orong scbaeaimana dimaksud dJ,Jan, 
Pasal 185, digunakan sebagai bohan evaluasi trayek. 

(2) Evalua~i b'ayck dilakukan dalllOJ ,_[<a pengembangaa atau perluasan trayck, 
peogbapusan trayek, penggabungaa b'ayek, peralihan lrayck dan pemilihaa moda 
angkutan. 

(3) Evaluasi trayek aagkutan orang dilakukao secara berkala oleh Dinas Pcrbubungan. 
( 4) Hasil evaluasi sebegaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan secara luas agar dapat 

diketahui oleb masyarakaL 

p.,..]187 

( I) Pc!IJ!)lwasan dan pengendalian terhadap lalu lintas dan anglcutan dilakukan oleh K<-pala 
Dinas. 

(2) Kegiatan pengawasan dan pengeo.dalian sobagaimana dimaksud pada ayat (I). terdiri 
dari: 
a. melakukan monitoring dan evaluasj lttbadap kcgiatan penyelengg.araan 

penanggulangiu, lnJu liatas angkutan; 
b. menata tempat-tempat yang telah ditetapkan sehaaai .sarana/tcmpat laJu lintas ctJm 

aoglcutan; dan 
c. mclakukan pengcndalian atau penatiban terhadap kepatuban masyarakat dalam 

melaksanakrui kctcntuan dalam Peral\lr'dll Daenlh ini. 

(3) Dalam molalrukan pencrtiban scbagaimana dimaksud pooa ayat (2) huruf c, Dinas 
Perhubungan bertc.oordioasi deQgao lnstansi berweoang lninayu. 

BABXV 

PENYTDIKAN 

Pasal 188 

(1) Penyidikan terh.adap pe:hmgga.ran Pcratunm Dacrnh ini dilakokan oleb Penyidik 
sebagaimana diatut dala,n Kitab Undang-Undang Hokum Acarn Pidan._ 

(2) Se lain Penyidik te,sebut sebagaimana dima.ksud pada ayat (I), Penyidik Pcgawai 
Negcri Sipil (PJ>NS} Pcrnerintah Kota diberikan kewenaagan uatuk melakukaa 
ocnvidikan axas pelanmran Pemturan Dacrah ini. 
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(3) Penyidik Pegawai Ncgeri Sipil (PPNS) bcrwcrumg: 

a. melaku.kan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keteraogan berkennan dengao 
tindak pidana dibidang transportasi; 

b. melokukan pemeriksaan terhadap setiap oranga yang diduga melakukan li.ndak 
pidana dibidang transponasi; 

c. mem.inta ketetangim dan bahan bulrn dari setiap orang bcrkenaan dengan peristiwa 
tindak. pidaM djbidang tra.ru;porta.1i; 

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkcnaan 
dengan tindak pidana dibidang tranSportasi; 

e. melakukan pemeriksan ditemJ)Qt tertentu yang diduga terdapat bahan bul<ti, 
pembukuan, catataa dan dolru.mco lain; 

f. ~•lakukan penyit&m tcrhadap bahan dan barang hasil pclanggaran yang dapat 
dijadi.kan bukti dalam perlcara tindak pidana dibidang transportasi; 

g. meminta bantuan abli dalam rangka pelaksanaan tugas pcnyidi.kan tindak pidana 
djbidang transportasi; 

h. menghentikan peoyidikan; 
i. memasuki tempat tertentu, mernotret, dan/atau membuat rcl<aman audio visual; 
j. melakukan penggeledahan te!liadap oodan, pakaian, ruanga,,.. dan/atau tempat lain 

yang diduga merupakan tempat dilakukonnya tindak pidana; dan/atau 
k. menangkap dan menahan pclaku tindak pidana. 

8ABXVI 
l<ETENTUAN PIDANA 

Pasal 189 

(I) Pelanggaran tcrhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, l'asal 9 ayat 
(4), Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pe.,;at 10 ayat (5). Pasal l3 ayat (I), Pasal 25 
ayat (5). Pasal 26 ayat (I). P"'"'127 ayat (1), Pasal 34 ayat (I), Pasal 37 ayat (I), Pasal 
52 ayat (I), J>asal 59 ayat (I), Pasal 67 ayat (l), Pasal 69, Pasal 70 ayat (1), Pasal 73 
ayat (l), Pasal 76 ayat (I) dan ayat (2), Pasal 80 ayat (I), Pasal 81 ayat(l), Posa! 82 
ayat (2), Pasal 83 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 84 ayat (I), Pasal % ayat (I), Pasal 97 
ayat (I), Pasal 109 ayat (I), Pasal 111 , Pa.sal ll2, Pasal I 17, Pasal 13 1, Pasal 135 
ayat (I) dan Pasal 151 ayat (I) Poraturan Daerah ini, dianCtlm pidana kurungan paling 
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah). 

(2) Selain kctentuan pidana sebaguimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidan.a yang telah 
diatur dcngan keteutuan pe,aru,an yang lebih tinggi diancrun pidana sesuai dengrul 
ketentuan pcraturan pcrundang,undangan yrutg berlak.u. 

(3) Tindak pidaoa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelnnggaran. 

BABXVU 

KF.TF.NTUA.NPERALIBAN 

Pasal 190 

( J) Kepada Pengusaba a tau Petnilik atau Pengusaha OaJ,ungan kendaraao bcr£?otor Y31ll! 
ijinnya masih berlaku ljin Usahu, ljin Trayck, ljin Pengusahaan_ dan fjm Ope~• 
lainnya yang masili berlaku, dinyatakan tetap berlak:u sampw Jcmgk.11 waktu 1J1n 
tersebut berakhir. 

(2) ljin Usaha, ljin Trayek, ljin Pcngusahaan dan ljin Operasi lainnya yang_ telah habis 
masa berlak-unya, wajib dipcrpanjang scsuai dengan ketentuan yang d1atur dalam 
Peraturan Daerah ini. 
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PENUTUP 
Pa""I 191 

(I) Dina, Pethubungan adalah sebagai Saluan Kerja Peran1tknt Oacrah teknis pelaksana 
Peraturan Daerah ini. 

(2) llal-hal yang bersifat teknis belwn diatur daJam Pemturnn Oaerah ini, scpanjang 
mengcnai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut olch Walikota, sesuai dengan 
ketcntuan peraruran perundang-undangan yang bcrlaku. 

Paul 192 

Ocngan berlakunya Peraturnn Daerah ini, maka : 

a. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraar, 
Bermotor (Lem baron Dacrab Kota Palembang Tahun 200 I Nomor IO) ; 

b. Pcraniran Daerah Kota Palembang Nomor 2 1 T11hun 2002 tentang Pembinoan dan 
Rclribusi Jasa Anglrntan Laut, Sungai dan Penyeberangan (Lembaran Dllerah Kola 
Palembang Tahun 2002 Nomor 30) ; 

c. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembiruwi dan 
Retribusi Perizinan Angkutan Orang dan Barang (Lemharan D..,mh Kota Palembang 
Tahun2005 Nomor 10 SERI C); 

d. Peraturan Oaerah Kota Palembang Nomor I Tahun 2008 tentang Penyclonggaraan dan 
Relribusi Terminal (Lembaran Daerab Kota Palembang Tabun 2008 Nomor I) : 

e. J'eraturan Oaerab Kola Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Poogc!olaan dan 
Reuibusi Parl<.ir (Lembt111U1 Oacrah Kota Palembang Tahon 2008 Nomor 8) ; 

dicabut dan dinyatalcan ridalc berlaku. 

P .. 01193 

Peraruron Oaerah ini mulai berlaku pada tangga.l diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuiny~ mcmcrintahkan pcngundangan Pcnawnm Dae:rah i.ru 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang. 

t:lltlnO.nQbn ii ~bang 
l',tccl• _,,•11•• IO - 8- ;:o~ 

$!KRETARIS OAERAH 
KOTA PALEMBANG 

G,..;tM~,> ,:..--
ltMBAAAHOAtl\AMKOTA PAI.EMBANO 

i AHUM 20tt NQ»oR "1 ~ £ 

Oitetapkan di Palembang 
pada tanggal 10 #<"'' 20 II 

H. OOYSANTANAPUTRA 


